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Pesta demokrasi yang akan digelar besar-besaran pada Februari 2024 semakin dekat. 
Para calon presiden pun sudah muncul dan nama-nama calon wakil presiden juga se-
makin terungkap.

Ketiga capres 2024, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan mulai membo-
corkan beberapa program kerja mereka. Namun begitu, belum ada sambutan positif untuk janji 
kampanye yang dilontarkan ketiga capres itu.

Ganjar menjanjikan untuk menaikkan gaji guru hingga Rp30 juta. Angka tersebut dinilai tidak 
masuk akal dan seperti mimpi di siang bolong. APBN disebut tak akan kuat untuk membiayai gaji 
guru sebesar itu.

Prabowo berjanji melanjutkan program Presiden Jokowi yang pro rakyat dan memberikan 
makan gratis kepada murid sekolah dan ibu hamil. Namun, janji itu disebut hanya solusi jangka 
pendek. Prabowo seharusnya lebih berfokus untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas 
untuk membantu orang miskin memperoleh pekerjaan.

Sementara, Anies Baswedan, dinilai belum memaparkan secara konkret program kerja yang 
ingin dijalankan, malah selama ini lebih banyak mengkritik kebijakan Pemerintah Jokowi. Anies 
yang mengusung tema perubahan harus menawarkan solusi untuk membenahi pemerataan 
pembangunan di era Jokowi.

Adu gagasan yang ditawarkan para bakal capres mendapatkan dukungan banyak kalangan, 
termasuk di lingkungan kampus. Apalagi, sosialisasi di kampus pun tidak dilarang. Meski ada 
pula kampus yang melarang adanya kegiatan politik.

Info Indonesia edisi kali ini akan membahas sejumlah isu terkait Pilpres 2024, terutama terkait 
adu gagasan dari ketiga capres. Banyak pihak mengkritik, meski ada pula yang mengapresiasi, 
gagasan dan program kerja yang akan dijalankan jika terpilih sebagai kepala negara berikutnya 
pengganti Jokowi.

Perkembangan terkait pemilihan kepala daerah juga semakin dinamis menyusul Menteri 
Dalam Negeri Tito Karnavian yang resmi menyiapkan Perppu Pilkada agar bisa dipercepat dari 
November menjadi September 2024.

Soal Pilkada ini, sejumlah kandidat di daerah juga terus memunculkan namanya agar semakin 
dikenal publik dan bisa mendapatkan dukungan menjadi orang nomor satu di daerahnya.

Dari sisi partai, Demokrat yang telah hengkang dari Koalisi Perubahan akhirnya melabuhkan 
pilihannya ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan lebih mendukung Prabowo Subianto dibanding 
Ganjar Pranowo. Demokrat juga lebih rasional dengan tidak memaksakan Agus Harimurti Yu
dhoyono menjadi cawapres.

Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, kini dikabarkan menjadi kader Partai Soli-
daritas Indonesia (PSI). Bahkan, Kaesang disebut-sebut bakal menduduki posisi sebagai ketua 
umum menggantikan Giring Ganesha.

Masih banyak isu lain yang tersaji dalam Info Indonesia edisi IV September 2023 yang bisa 
menjadi referensi untuk Pemilu 2024. Selamat membaca!!!l

Gagasan

M Qodari

“Berdasarkan survei hari ini, 
Ganjar dan Prabowo kan kejar-
kejaran di nomor 1 dan 2. Jadi 
bayangkan kalau nomor 1 dan 
2 gabung, tentu suaranya akan 
sangat-sangat besar” 
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Hari Purwanto

“Justru pertanyaan kritisnya ada-
lah, apakah nanti Anies bisa men-

jadi pemimpin yang efektif dan 
efisiensi atau malah memberi 

ruang semuanya terhadap korupsi”

ANIES DOYAN KRITIK, 
LEBIH SUKA CARI AMAN

Bakal calon presiden 
dari Koalisi Perubahan 

Anies Baswedan meny-
atakan hak kebebasan 
berpendapat menurun 

selama dua periode 
pemerintahan Presiden 

Joko Widodo.

Pernyataan Anies itu disampaikan 
pada acara bertajuk “3 Capres 
Bicara Gagasan” yang digelar 
Narasi di lapangan Pancasila, 

Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa, 
19 September 2023. 

Dalam acara itu, Najwa Shihab bekerja 
sama dengan UGM mengundang tiga bakal 
capres yang digadang-gadang akan maju 
dalam Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo, 
Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. 

Terdapat tujuh tema pertanyaan yang diu-
sung Najwa Shihab dalam kegiatan terse-
but. Ketujuh tema itu yakni korupsi dan pen-
egakan hukum, lapangan kerja, kebebasan 
berpendapat, lingkungan hidup, adaptasi 
digital, dan kebhinekaan. 

Menurut Anies, jika diukur berdasarkan 
skala 1-10, skor kebebasan berpendapat di 
Indonesia masih di angka 5-6. Sehingga, 
kata dia, kebebasan berpendapat hari ini di 
Indonesia sedang bermasalah.

“Jadi sudah tidak boleh lagi ada rasa takut 
dalam berekspresi,” ucapnya.

Dia mengatakan, kebebasan berpenda-
pat di Indonesia masih jauh dari harapan. Ia 
pun mencontohkan bagaimana dosen tidak 
lepas dari kriminalisasi.

“Kita harus memberikan apalagi di kam-
pus ruang kebebasan berekspresi meng-
kritik pemerintah itu sah dan itu boleh 
dan apalagi dilakukan oleh kampus-
kampus,” ungkapnya.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi 
Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mem-
bantah pernyataan Anies menge-
nai kebebasan berpendapat di 
era Presiden Jokowi mengalami 
kemunduran. Menurut Hari, 
saat ini Presiden Jokowi masih 
mengedepankan prinsip kebe-
basan berpendapat warga sipil. 

“Kebebasan berpendapat 
saat ini sudah jauh mengalami 
kemajuan, apalagi jika dibanding-
kan dengan zaman orde baru,” ujar 
Hari, Jumat, 21 September 2023. 

Hari menilai, kebebasan berpendapat 
pada era Presiden Jokowi saat ini cukup 
mengalami kemajuan lantaran tidak otoriter 
seperti zaman orde baru. “Sederhana saja, 
jika tidak fitnah, bukan ujaran kebencian, 
apakah ada orang yang salah dibui? Atau 
apakah ada kasus orang hilang karena 
mengkritik pemerintah?” tanya Hari. 

Pernyataan Anies soal kebebasan ber-
pendapat itu muncul lantaran Najwa Shihab 
melempar pertanyaan secara langsung 
perihal tanggapannya mengenai situasi poli-
tik, khususnya terkait pemerintahan Jokowi 

informasi teknologi saat ini belum ada satu 
kasus platform medsos yang dibredel. 

“Salah satu parameter kebebasan ber-
pendapat sebenarnya bisa dilihat dari ke-
hidupan medsos, apakah ada platform med-
sos yang dibredel?” ungkap Hari. 

Selain hak kebebasan berpendapat, 
Anies juga menyoroti konflik penggusuran 
yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, 
Kepulauan Riau. Anies mengungkapkan 
pandangannya mengenai konflik itu. 

Hari menyoroti pengalaman Anies saat 
menjadi Gubernur DKI Jakarta yang juga 
mengalami sejumlah konflik agraria, yakni 
penggusuran warga atas kepentingan 
pembangunan. Menurut Hari, Anies juga 
pernah mengalami situasi yang sama saat 
menjabat sebagai Gubernur DKI yakni men-
cari jalan aman dalam menghadapi konflik 
agraria tersebut. 

“Dia bahkan cenderung ambil sikap 
aman. Salah satunya dengan tidak mere-
lokasi warga di bantaran Ciliwung untuk 
program naturalisasi. Akibatnya, sejumlah 
proyek untuk rakyat terhenti,” tutur Hari. 

Hari menambahkan, dalam menghadapi 
situasi sebagai pemimpin negara, pastinya 

akan selalu dihadapi dengan kondisi 
masifnya rencana pembangunan 
Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Juga dihadapkan den-
gan penggunaan la-

han masyarakat yang 
berbentuk ketidak-
sepakatan. 

“Justru pertan-
yaan kritisnya 
adalah, apakah 
nanti Anies bisa 
menjadi pem-
impin yang 
efektif dan 
efisiensi atau 
malah mem-
beri ruang 
semuanya 
terhadap ko-
rupsi,” tegas 
Hari. 

P e n g a m a t 
politik sekaligus 
Direktur Eksekutif 
Centre for Indone-
sia Strategic Actions 

(CISA), Herry 

Mendrofa, menilai, pernyataan Anies yang 
mengkritik hak kebebasan berpendapat dan 
konflik agraria di Pulau Rempang belum 
tentu mudah untuk diaplikasikan. 

Sebab, persoalan hak kebebasan ber-
pendapat dan konflik agraria itu merupakan 
masalah yang kerap kali timbul dan menjadi 
tantangan tersendiri bagi pemimpin yang 
menakhodai Indonesia. 

“Saya pun ragu, karena jelas bahwa per-
soalan ini juga jadi tantangan tersendiri. 
saya rasa ya setiap pemimpin kedepannya 
juga nanti akan menghadapi tantangan-tan-
tangan sendiri termasuk soal realisasi janji 
kampanye,” ungkap Hery. 

Kendati demikian, Hery menilai, terkait 
pernyataan Anies mengenai kondisi kebe-
basan berpendapat yang skornya semakin 
menurun di era pemerintahan Jokowi meru-
pakan realitas objektif sebagai manifestasi 
evaluasi yang harus didengar oleh pemer-
intah. 

“Ini realita dan evaluasi juga karena sela-
ma pemerintahan Jokowi aspek demokrasi 
jadi perhatian khusus dan tentunya mem-
pengaruhi stabilitas politik,” tegas Hery. 

Hery menilai isu konflik agraria dan ke-
bebasan berpendapat merupakan strategi  
paling jitu yang acap kali dilakukan oleh 
sosok bakal calon pemimpin dalam rangka 

meraup simpati masyarakat, khususnya 
segmen elektoral suara jelang kont-

estasi Pemilu. 
“Nah, ini kan posisi poli-

tik yang harus diambil Anies 
dalam konteks pilpres karena 
tujuannya adalah segmen 
elektoral, maka isu ini mesti 
dimainkan” tutur Hery. 

Hery menambahkan, ter-
hadap konflik agraria yang 
belakangan ini masif ter-
jadi antara rakyat dengan 

pemerintah merupakan 
implikasi dari burukn-
ya komunikasi yang 

dibangun pemangku 
kebijakan dalam mem-
bangun pendekatan pada 
masyarakat. 

“Saya rasa pendeka-
tan sosiologis terhadap 

beberapa persoalan konflik di 
Indonesia cenderung buruk juga, 
bukan hanya soal rempang, ada 
wadas, ada juga Papua, ini kan 
bukti bahwa pemerintah belum 

optimal,” tandas Hery. lRDO

dalam memberikan hak demokrasi pada 
masyarakat.

Anies menyebut, situasi hari ini, hak kebe-
basan berpendapat di Indonesia sejauh ini 
cenderung lemah. Hal itu bisa dilihat dalam 
komentar di media sosial yang mengarah 
pada kritik pemerintah rata-rata banyak 
yang mengistilahkan Indonesia sebagai 
negeri wakanda. 

“Selagi penyebutan negara indonesia 
masih menggunakan istilah negeri wakan-
da, maka skor kebebasan berpendapat di 
Indonesia cukup rendah,” ujar Anies. 

Menanggapi hal itu, Hari menyebut pen-
egakan hukum pidana secara langsung 
harus dibedakan dengan penegakan hu-
kum di bidang ITE asalkan tidak berbicara 
hoaks yang merugikan orang lain 
lantaran setiap warga negara 
harus mematuhi 
norma hukum yang 
berlaku.  

“Penegakan 
hukum di bidang 
ITE jangan 
lantas diarti-
kan sebagai 
pembung-
k a m a n . 
S e b a b , 
penega-
kan hu-
kum itu 
p u n 

men jad i 
bagian dari 
kewaj iban 

negara men-
jaga kepentin-

gan warga nega-
ranya,” ujar Hari.
Di sisi lain, Hari 

menilai, salah satu 
ukuran penegakan 
hak kebebasan ber-
pendapat publik yang 
masih dipertahankan 
Presiden Jokowi yakni 
masih terasa di tengah 
era kemajuan zaman 

dengan berbasis 
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Bhima Yudhistira

“Janjinya Ganjar soal 
gaji guru Rp30 juta itu 
lebih absurd lagi, lebih 
mimpi lagi, mimpi di 
siang bolong”

GAJI GURU RP30 JUTA
JANJI GANJAR TAK MASUK AKAL

Bakal calon pres-
iden dari PDIP, Ganjar 
Pranowo, menjanjikan 

akan menaikkan gaji 
guru hingga Rp30 juta 

jika terpilih sebagai 
presiden di 2024. Ang-
ka tersebut didapatkan 
ketika dirinya meminta 

kepada ahli pendidikan 
dan keuangan untuk 

melakukan perhitungan 
terhadap gaji guru yang 

layak untuk diberikan. 

“Kalau kemudian sekian tahun 
bisa Rp20 juta, bisa (naik) 
Rp30 juta, Rp 30 juta (sudah 
layak). Saya kemarin minta 

tolong teman-teman yang ahli pendidikan 
dan keuangan, hitung dong,” kata Ganjar, 
Jumat, 8 September 2023.

Setelah melakukan perhitungan terhadap 
gaji guru, ditemukan bahwa untuk yang baru 
mengajar kisaran gajinya sebesar Rp10 juta. 

“Saya minta hitung, bisa mulai dari berapa 
(gaji guru). Saya bayangkan kalau guru kita 
masuk pertama, masih baru gajinya Rp 10 
juta,” ujarnya. 

Dia mengatakan, pemerintah saat ini se-
dang berupaya melakukan perbaikan-per-
baikan terhadap kesejahteraan guru. Salah 
satu yang dilakukan adalah memberikan 
sertifikasi terhadap guru. 

“Sebenarnya pemerintah kita sudah mulai 
melakukan standarisasi sertifikasi dan itu je-
las sangat membantu,” jelas Ganjar. 

Dengan adanya indikator-indikator yang 
dapat memberikan kesejahteraan tersebut, 
maka bukan menjadi hal yang tidak mungkin 
bahwa gaji guru itu bisa menyentuh Rp30 
juta. “Yang saya bayangkan tuh begini, bisa 
enggak ya gaji guru itu minimal Rp 30 juta,” 
kata Ganjar. 

Kendati begitu, Ganjar juga meminta 
kepada ahli pendidikan dan keuangan un-
tuk menghitung jika gaji guru itu seminimal 
mungkin UMK. Dirinya juga bertanya lang-
sung kepada guru yang sudah mengabdi 
sekian tahun dan gajinya sesuai dengan 
UMK. Dia pun kaget dengan gaji besaran 
UMK, guru tersebut bisa membangun usa-
ha. 

“Saya tanya, sekarang sudah bisa punya 
usaha, menata kredit rumah, ini lompatan 
tinggi,” ucap Ganjar. 

Direktur Center of Economics and Law 
Studies, Bhima Yudhistira, mengkritisi 
keras janji Ganjar Pranowo yang meng-
inginkan gaji guru sebesar Rp30 juta. 

Menurutnya, janji mantan Gubernur 
Jawa Tengah itu sangat tidak realis-
tis dan hanya ingin mencari simpati 
masyarakat. “Janjinya Ganjar soal 

hun-tahun. 
“Jadi, misalkan juga lebih banyak diangkat 

guru honorer menjadi guru ASN, atau diberi-
kan standar tunjangan sebagai perlindun-
gan sosial,” kata Bhima. 

Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kesen-
jangan antara guru ASN dan guru honorer. 
Dia menyebut, mengangkat guru honorer 
menjadi ASN tidak membuat negara men-
jadi bangkrut. “Sehingga, Gap (jarak) kes-
enjangan antara guru ASN dan non ASN itu 
semakin menyempit,” jelas Bhima. 

“Jadi, daripada muluk-muluk gaji Rp30 
juta per bulan gaji guru, lebih baik 

difokuskan adanya peningkatan 
yang bisa terukur,” kata Bhima 

menambahkan. 
Dia  berpendapat, jika 

berbicara mengenai gaji, 
pemerintah bisa saja 
menaikkan gaji guru 
setiap tahunnya. Jika 
kelak Ganjar men-
jadi presiden sampai 
jabatannya berakhir 
nanti gaji terus ala-
mi kenaikan yang 
cukup signifikan. 

“Misalkan gaji 
guru naik setiap bu-
lan, misalnya bisa 
30 persen setiap 

tahunnya. Sehingga, 
pada 2029 menjadi 
sekian, kebutuhan ang-
garannya untuk guru 

se-Indonesia oleh 
APBN itu sekian, 

dan dicari dan-
anya, misal-

ka n 

dari 20 persen dana pendidikan,” terang 
Bhima. 

Selain itu, Bhima menyarankan APBN 
untuk pendidikan juga bisa dilakukan peng-
hematan. Sehingga, dana tersebut bisa 
dialokasikan untuk kepentingan kesejahter-
aan para guru se-Indonesia.

Bhima juga menyarankan Kemente-
rian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi untuk tidak mengeluarkan angga-
ran negara untuk kegiatan yang tidak pent-
ing. 

“Ada penghematan, tidak perlu banyak 
pengeluaran yang tidak urgent, efisiensi 
dilakukan, perjalanan dinas dipangkas, 
kemudian ada belanja rapat-rapat itu se-
muanya dipangkas. Jadi belanja birokrasi 
untuk pendidikan itu dikurangi sehingga ada 
penghematan untuk kesejahteraan guru se-
cara bertahap. Itu yang ingin didengar,” jelas 
Bhima. 

Dia memandang, janji Ganjar yang ingin 
guru di seluruh Indonesia menerima gaji 
sekitar Rp30 juta sulit untuk diwujudkan. 
Sebab, jumlah guru di Tanah Air cukup 
banyak. Sehingga, APBN tidak dapat me-
nampungnya. Kata dia, akan terjadi pem-
bengkakan yang sangat besar jika Ganjar 
mewujudkan janjinya tersebut.

“Jadi ini lebih absurd lagi sebenarnya. 
Karena kalau Rp30 juta dikalikan jumlah 
guru yang sangat besar tentunya tidak akan 
sanggup APBN juga sekarang. Justru kha-
watir yang terjadi adalah programnya tidak 
bisa jalan,” kata Bhima. 

Dia menilai, janji Ganjar itu hanya kebija-
kan sekadar untuk mencari simpati publik. 
Dia pun mempertanyakan sumber yang un-
tuk menggaji para guru tersebut.

“Ini bukan hanya kebijakan populis, tapi 
absurd ya untuk yang Ganjar. Karena ka-
lau Rp30 juta itu apakah semuanya akan 

dibiayai negara? Atau untuk guru di 
sekolah swasta? Jadi enggak 

ada kejelasan teknisnya,” 
tandas Bhima.lRDO

gaji guru Rp30 juta itu lebih absurd lagi, leb-
ih mimpi lagi, mimpi di siang bolong,” tegas 
Bhima. 

Menurutnya, Ganjar tidak perlu untuk 
mengumbar janji manis mengenai penda-
patan guru. Seharusnya, Ganjar lebih mem-
perhatikan permasalahan yang saat ini se-
dang dialami oleh guru PPPK atau honorer. 

Dikatakan Bhima, selama ini guru PPPK 
dan honorer belum cukup sejahtera. Apal-
agi, tanggung jawab mereka sama dengan 
guru ASN. Malah, terkadang tanggung 
jawabnya lebih berat. 

“Harusnya, bukan masalah 
nominal gajinya, tapi 
yang harus dipas-
tikan bagaima-
na setiap 
tahun ada 
peningka-
tan kes-
ejahter-
a a n 
g u r u , 
b a i k 
g u r u 
A S N 
m a u -
pun guru 
P P P K 
atau guru 
honore r,” 
jelas Bhima. 

Dia men-
gatakan, lebih 
baik Ganjar berbi-
cara regulasi menge-
nai kesejahteraan guru 
honorer. Sekarang ini, 
masih banyak guru honorer 
yang belum diangkat seba-
gai ASN. Padahal su-
dah mengabdi 
b e r t a -
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“Terhadap calon presiden dan wakil presiden 

tersebut harus dilihat rekam jejaknya, keseha-
tan fisik dan mental, bebas korupsi dan pen-
cucian uang, serta pelanggaran HAM mana-

pun termasuk tragedi-tragedi yang telah 
diumumkan oleh presiden Jokowi”

INFO
PILPRES

JANJI MANIS PRABOWO 
TERCORENG JEJAK MASA LALU

lalu. 
“Yang meliputi rekam medis (kesehatan 

fisik dan mental), tidak pernah terlibat tindak 
pidana korupsi, pencucian uang, pelangga-
ran HAM, penculikan aktivis, penghilangan 
orang secara paksa, rekam jejak kinerja dan 
prestasi, serta pencopotan/pemberhentian 
semasa menjabat/memimpin di lingkungan 
militer atau sipil,” urai Halim. 

Sebagai Warga Negara Indonesia yang 
telah memiliki hak konstitusional dalam me-
milih capres dan cawapres, Halim memasti-
kan para mahasiswa yang tergabung dalam 
Proklamasi tidak ingin memilih di Pilpres 
seperti membeli kucing di dalam karung. 

“Tetapi, harus seperti memilih suami atau 
istri yang memerlukan informasi tentang 
bebet, bibit dan bobot. Begitu pula memilih 
presiden dan wakil presiden yang akan 
membawa arah nasib bangsa dan negara 
ke depannya,” harapnya. 

Maka dari itu, Halim berharap gugatan 
uji materiil norma di UU Pemilu itu dalam 
diterima MK agar KPU dan Bawaslu bisa 
terbuka dalam proses verifikasi capres dan 
cawapres, alih-alih bukan justru seperti tu-
kang stempel yang hanya memverifikasi 
biodata dan dokumen secara administratif 
tanpa memastikan keabsahan dan kebe-
naran datanya. 

“Kita berharap KPU dan Bawaslu bek-
erja memverifikasi capres dan cawapres 
berdasarkan pada penelitian khusus dan 
faktual terhadap rekam jejak para capres 
dan cawapres yang mendaftar di KPU, serta 
mempublikasikan hasil penelitian khususn-
ya (verifikasi) tentang rekam jejak tersebut 
kepada seluruh rakyat Indonesia,” ungkap 
Halim. 

Halim menyampaikan maksud dibuatnya 
surat terbuka kepada Prabowo, Ganjar, 
dan Anies yaitu dalam rangka memperje-
las informasi yang beredar dan sekaligus 
sebagai ruang klarifikasi secara terbuka 
atas banyaknya berita yang beredar luas 
di masyarakat, dan diduga sebagai koreng 
masa lalu karena perbuatannya. 

“Contohnya mengaitkan Pak Ganjar 
dalam dugaan kasus pelanggaran HAM 
dalam isu pabrik semen rembang. Juga ber-

ita yang mengaitkan Pak Prabowo dalam 
dugaan kasus pelanggaran HAM, 
penculikan aktivis atau penghilangan 
orang secara paksa tahun 1998, dan 
yang terbaru kasus Food Estate. 
Serta berita yang mengaitkan Pak 
Anies dalam dugaan kasus korupsi 
Formula E dan masuk menjadi 
bagian dari kelompok Islam radi-
kal,” paparnya. 

“Untuk itu , kami yakin bap-
ak-bapak tidak pernah gentar 
dan akan bersikap gentleman 
menyampaikan konfirmasi 
kebenaran secara terbuka 
kepada rakyat Indonesia 
tentang rekam jejak seba-
gaimana layaknya seorang 
patriot sejati,” begitu bunyi ter-

akhir surat terbuka Proklamasi.
lRDO

Bakal calon presiden 
Koalisi Indonesia Maju 

(KIM), Prabowo Subianto, 
mengobral janji politiknya 
jika terpilih menjadi pres-

iden kedelapan meng-
gantikan Joko Widodo. 

Namun, respons dari 
masyarakat tidak selu-

ruhnya mengenakan. 

Janji-janji politik telah disampaikan 
Prabowo dalam acara bertajuk “3 
Bacapres Bicara Gagasan” yang di-
gelar media Narasi pimpinan Najwa 

Shihab, berkolaborasi dengan Universitas 
Gadjah Mada (UGM) di Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Selasa, 19 September 2023.

Pada intinya, Ketua Umum Partai Gerin-
dra itu memaparkan 17 program prioritas 
yang merupakan gagasan kesejahteraan 
bagi rakyat dan dibingkai dalam tema keber-
lanjutan visi misi Jokowi tentang Indonesia 
Emas 2045.

Program paling menarik yang ditawarkan 
Prabowo adalah soal swasembada pan-
gan, swasembada air, dan swasembada 
energi. Karena menurutnya, tiga program 
itu berkaitan langsung dengan rakyat Indo-
nesia di saat dunia tengah dihantam gejolak 
krisis. Serta didukung dengan janjinya men-
jamin ketersediaan pupuk, benih, dan pes-
tisida langsung ke petani.

Sementara dari sisi ekonomi, Menteri 
Pertahanan itu menyebutkan gagasannya 
soal hilirisasi dan industrialisasi untuk men-
jadikan Indonesia sebagai negara makmur. 
Ditambah, Prabowo juga menjanjikan pe-
nyempurnaan tata kelola keuangan negara 
untuk bisa menunjang pertumbuhan ekono-
mi yang signifikan, serta dapat mengentas-
kan angka kemiskinan dan program rumah 
murah untuk masyarakat desa. 

Dari sisi penegakan hukum dan perta-
hanan, Prabowo menawarkan gagasan 
pemberantasan korupsi yang lebih 
maksimal, pemberantasan narkoba 
sebagai cara meningkatkan kualitas 
generasi muda, serta penguatan 
pertahanan negara agar tidak 
diinjak-injak bangsa lain.

Sementara sisanya, 
Prabowo menggagas visi 
yang melanjutkan pemer-
ataan ekonomi, penguatan 
UMKM, pembangunan 
IKN sebagai pemer-
ataan, akses kesehatan 
secara menyeluruh 
kepada masyarakat, 
reformasi poli-
tik, hukum, 
dan birokrasi, 
m e n j a m i n 
pelestarian 
lingkungan 
hidup, pele-

starian seribu daya dan peningkatan ekono-
mi kreatif, dan juga mendongkrak prestasi 
olahraga hingga kancah internasional.

Sementara, janji politik di masa awal 
pemerintahannya kelak jika terpilih di Pilpres 
2024, dia menjanjikan delapan program 
terlaksana. Di antaranya, membangun se-
kolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap 
kabupaten, mencetak, memproduksi lum-
bung pangan, melanjutkan program kartu 
Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, 
kartu sembako, dan kartu pra kerja.

Selanjutnya, mantan Danjen Kopassus 
itu juga mengiming-imingi program makan 
siang dan susu gratis di sekolah dan ban-
tuan gizi untuk ibu hamil di Indonesia, pen-
ingkatan rasio panglima negara, dan menai-
kan gaji guru aparatur sipil negara (ASN), 
TNI/Polri, dan kepala desa serta perangkat 
desa.

Di tengah manisnya janji-janji Prabowo 
tersebut jelang pendaftaran capres-
cawapres ke Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) pada 19 Oktober 2023, sekelompok 
mahasiswa yang menamakan 
diri sebagai Pro Kader Lin-
tas Mahasiswa Indonesia 
(Proklamasi), mengajukan 
uji materiil Pasal 12 huruf l 
dan Pasal 93 huruf m Un-
dang-Undang Pemilihan 
Umum ke Mahkamah 
Konstitusi (MK) . 

Koordinator Kuasa 
Hukum Proklama-
si, Halim Jeverson 
Rambe, mengungkap-
kan, kliennya meminta 
agar mengubah aturan 
tersebut yang intinya 
menuntut keterbukaan 
latar belakang capres-
cawapres yang ter-
muat dalam data-data 
persyaratan yang dise-
tor ke KPU. 

“ T e r -
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hadap calon presiden dan wakil presiden 
tersebut harus dilihat rekam jejaknya, kes-
ehatan fisik dan mental, bebas korupsi dan 
pencucian uang, serta pelanggaran HAM 
manapun termasuk tragedi-tragedi yang tel-
ah diumumkan oleh presiden Jokowi,” ujar 
Halim dalam keterangan tertulisnya yang 
diperoleh Info Indonesia, Jumat, 22 Sep-
tember 2023. 

Dia mengatakan, Proklamasi mengharap-
kan kontestasi Pemilu 2024 nanti bisa diikuti 
calon-calon presiden dan wakil presiden 
sesuai dengan persyaratan yang ditentukan 
oleh undang-undang. Sehingga, mengeta-
hui rekam jejak calon sangat penting untuk 
menjadi pengetahuan bagi pemilih pemula.

“Dalam permohonan ini kami meminta 
MK untuk memutuskan bahwa KPU dan Ba-
waslu bertugas untuk melakukan penelitian 
khusus terhadap rekam jejak capres dan 
cawapres yang akan terlibat dalam kancah 
Pilpres 2024 dan seterusnya. Selanjutnya 
KPU dan Bawaslu menyampaikan hasilnya 
kepada rakyat Indonesia,” urai Halim.

Tuntutan Proklamasi tersebut 
juga diikuti penyampa-

ian surat terbuka un-
tuk Prabowo dan dua 
capres lainnya, yakni 
Ganjar Pranowo yang 
diusung PDIP bersama 
PPP dan Perindo; serta 
Anies Baswedan yang 
diusung Nasdem, PKB, 
dan PKS mengguna-

kan perahu Koalisi 
Perubahan. 

Poin tuntu-
tan tersebut di 

antaranya meminta 
Prabowo, Ganjar, 

maupun Anies untuk 
secara terbuka bersa-

ma-sama bakal calon wakil 
presidennya nanti secara 

ksatria menyampaikan 
rekam jejaknya 

di masa 
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BAWASLU

Togap Simangunsong

“Pemerintah mengeluarkan Surat 
Keputusan Bersama (SKB) pada 
22 September 2022 terkait pem-
binaan dan pengawasan ASN 
agar tetap netral dalam Pemilu 
dan Pilkada Serentak 2024”

TIDAK NETRAL, ASN KENA SANKSI BERAT
Badan Pengawas 

Pemilu (Bawaslu) me-
luncurkan pemetaan 

kerawanan Pemilu dan 
Pemilihan Serentak 

2024 terkait isu strat-
egis netralitas Aparatur 

Sipil Negara (ASN). 

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, 
mengatakan, isu netralitas ASN 
masuk dalam kerawanan pelang-
garan Pemilu tertinggi. “Dugaan 

pelanggaran yang enggan pernah lepas dari 
lima terbesar. Salah satunya adalah netrali-
tas ASN,” kata Lolly dalam acara peluncuran 
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tematik 
Netralitas ASN di Ballroom Grand Kawanua 
Novotel Manado, Sulawesi Utara, Kamis, 21 
September 2023.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan 
Bawaslu, terdapat sepuluh provinsi dengan 
kerawanan tertinggi netralitas ASN. Maluku 
Utara dengan skor kerawanan tertinggi yak-
ni 100. Lalu, Sulawesi Utara 55,87; Banten 
22,98; Sulawesi Selatan 21,93; dan Nusa 
Tenggara Timur 9,40; Kalimantan Timur 
6,01; Jawa Barat 5,48; Sumatera Barat 4,96; 
Gorontalo 3,9; dan Lampung 3,9.

Dia menjelaskan, terkait pengumpulan 
data informasi mengenai IKP Tematik ne-
tralitas ASN ini didapatkan melalui pengala-
man yang terjadi di Pemilu 2019. Selain itu, 
pihaknya juga melibatkan Bawaslu provinsi 
dan kabupaten/kota. 

“Identifikasi peristiwa dan kasus pelang-
garan pemilu dalam pengalaman pemilu 
2019 dan persiapan pemilu 2024 dengan 
melakukan pendalaman ke pihak-pihak 
terkait (Bawaslu provinsi dan kabupaten/
kota), baik melalui tatap muka maupun mel-
alui pengisian data,” terang Lolly.

Dia menjelaskan, untuk Manado sebel-
umnya juga masuk dalam wilayah dengan 
kerawanan Pemilu tertinggi. Dia mengata-
kan acara yang dilangsungkan di Manado 
ini untuk memberikan kesadaran terhadap 
wilayah yang memiliki tingkat kerawa-
nan tertinggi.

“Supaya nanti men-
jadi kesadaran semua 
pihak. Tidak hanya 
teman-teman Ba-
waslu, tapi selu-
ruh masyarakat 
yang ada di 
Manado, ter-
masuk peman-
gku kepentingan. 
Sehingga, semua 
orang menjadi 
menjaga Sulawesi 
Utara ini tidak teru-
lang lagi. Kan, kita 
membuat IKP ini 
supaya menjadi 
kaca mata, cara 
pandang kita ke 
depan yang 
rawan tinggi ini 
tidak menjadi 
r a w a n 
tinggi,” 

menjelaskan, jika didapati ASN yang tidak 
netral atau terlibat dalam politik praktis, 
maka pihaknya akan melakukan kajian 
dalam menentukan hukum yang digunakan 
terhadap ASN yang melanggar.

“Bawaslu akan melakukan kajian, kajian 
hukumnya separti apa kami rekomendasi ke 
atas,” kata Lolly. 

Tidak hanya itu, Lolly menyampaikan bah-
wa pihaknya juga akan melibatkan bebera-
pa stakeholder terkait dalam melakukan 
penanganan pelanggaran Pemilu netralitas 
ASN.

“Tugas pegawasan Bawaslu dalam Pemi-
lu salah satunya adalah terkait netralitas 
ASN. Namun, tugas ini melibatkan stake-
holder lain dalam pengawasan akhir KASN, 
BKN, KemenPANRB, Kemendagri, Pemer-
intah Daerah dan lainnya,” terang Lolly.

Dia mengatakan, pelanggaran ASN ini 
sering terjadi pada Pemilihan Kepada Dae-
rah (Pilkada). Bawaslu mencatat setidaknya 
ASN kerap mengikuti kegiatan politik praktis 
seperti kampanye. 

“Mempromosikan calon tertentu, perny-
ataan dukungan secara terbuka di media 
sosial dan juga media lainnya, penggunaan 
fasilitas negara untuk mendukung incum-
bent, terindentifikasi dukungan dalam ben-
tuk WhatsApp Grup, dan terlibat secara aktif 
maupun pasif dalam kampanye,” jelas Lolly.

Oleh karena itu, para stakeholder diminta 
untuk melakukan sosialisasi kepada selu-

ruh ASN untuk tidak terlibat dalam politik 
praktis. Dia pun mengingatkan kepada 
ASN untuk bijak dalam menggunakan 
media sosial.

“Sosialisasi kepada seluruh ASN 
secara besar-besaran secara masif 
terkait pentingnya ASN bersikap 
netral, baik secara daring maupun 
luring,” kata Lolly. 

Sementara itu, Staf Ahli Men-
teri Dalam Negeri Bidang Ke-
masyarakatan dan Hubungan 
Antar Lembaga, Togap Siman-
gunsong, menyampaikan, ter-
dapat sanksi tegas terhadap 
ASN yang tidak netral dalam 

Pemilu.
Setidakn-
ya ada 
tiga regu-
lasi yang 

mela-

rang ASN terlibat aktivitas politik praktis, 
yakni Pasal 9 ayat (2) UU 5/2014 tentang 
ASN, Pasal 70 ayat (1) Nomor 10/2016, 
Pasal 5 PP 94/2021 tentang Disiplin ASN. 
Pasal 9 ayat (2) UU 5/2014 tentang ASN 
berbunyi: “Pegawai ASN harus bebas dari 
pengaruh dan intervensi semua golongan 
dan partai politik.”

Selanjutnya, Pasal 70 ayat (1) Nomor 
10/2016 menyatakan, dalam Kampanye, pa-
sangan calon dilarang melibatkan pejabat 
badan usaha milik negara/badan usaha mi-
lik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota 
kepolisian dan anggota TNI, dan kepala 
desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat 
desa atau sebutan lain/perangkat kelura-
han. 

Pasal 5 PP 94/2021 tentang Disiplin ASN 
menyatakan ASN dilarang memberikan 
dukungan kepada calon anggota Dewan 
Perwakilan Daerah atau calon kepala dae-
rah/wakil kepala daerah dengan cara ikut 
kampanye, peserta kampanye, atribut partai 
dan lain-lain.

Dia mengatakan, terkait kewajiban netrali-
tas ASN ini juga diperkuat dengan diterbit-
kannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 
antara Mendagri, Menteri PANRB, Kepala 
BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu 
tentang Pedoman, Pembinaan dan Pen-
gawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil 
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
dan Pemilihan yang dikeluarkan pada 22 
September 2022. 

“Pemerintah mengeluarkan Surat Kepu-
tusan Bersama (SKB) pada 22 September 
2022 terkait pembinaan dan pengawasan 
aparatur sipil negara (ASN) agar tetap ne-
tral dalam pemilihan umum dan pemilihan 
kepada daerah serentak 2024,” jelas Togap. 

Dia menerangkan, ada sanksi berat yang 
menanti ASN jika tidak bersikap netral atau 
melanggar kode etik. Sanksi tersebut ber-
dasarkan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 
42/2004.

“Sanksi moral terbuka yang diberikan 
oleh instansi yang berwenang dan diumum-
kan secara terbuka. Sanksi moral tertutup, 
sankai moral yang diberikan oleh Instansi 
yang berwenang dan diumumkan secara 
tertutup atau terbatas,” jelas Togap. 

Tidak hanya itu, para ASN yang tidak 
netral juga akan mendapatkan sanksi hu-
kuman disiplin. Hukuman yang dijatuhkan 
oleh pejabat yang berwenang menghukum 
kepada PNS karena melanggar peraturan 
disiplin PNS yang tertuang dalam Pasal 1 
ayat (7) PP 94/2021.

Dia menjelaskan terdapat dua sanksi disi-
plin yakni hukuman disiplin sedang yang 
diatur pada Pasal 8 ayat (3) PP 94/2021. 
“Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 
persen (dua selama 6 bulan, pemotongan 
tunjangan kinerja sebesar 25 persen sela-
ma 9 bulan, pemotongan tunjangan kinerja 
sebesar 25 persen selama 12 bulan,” terang 
Togap.

Selanjutnya, sanksi hukuman disiplin berat 
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) 
PP 94/2021. Sanksi ini bisa sampai ancaman 
pemecatan. “Penurunan jabatan setingkat 
lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan 
dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana 
selama 12 bulan, dan pemberhentian den-
gan hormat tidak atas permintaan sendiri 

sebagai PNS,” 
ungkap To-
gap.lRDO

jelas Lolly. 
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipa-

si Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat 
Bawaslu ini berharap, dengan diluncurkan-
ya IKP ini, ke depannya ASN bisa bersikap 
netral di Pemilu 2024. 

“Harapan ke depannya sih akan semakin 
banyak teman-teman ASN yang punya jiwa-
jiwa yang kuat untuk selalu netral dalam 
proses kontestasi kita menjelang 2024,” je-
las Lolly. 

Dia menerangkan, Bawaslu dapat mel-
akukan penanganan pelanggaran ASN 
tidak hanya menggunakan dasar hukum 
pada UU 7/2017 tentang Pemilu. Dia men-
gatakan, pihaknya memiliki wewenang 
untuk menindaklanjuti terkait pelanggaran 
netralitas ASN.

“Bawaslu punya kewenangan untuk 
melakukan penanganan pelanggaran ad-
ministrasi Pemilu, pidana Pemilu, etik, lalu 
undang-undang hukum lainnya,” kata Lolly.

Salah satu yang sangat disoroti oleh Ba-
waslu adalah netralitas ASN pada Pemilu 
2024. Dikatakan Lolly, ASN memiliki un-
dang-undang tersendiri. Maka dari itu, Ba-
waslu juga menerapkan hukum terhadap 
ASN yang berkaitan dengan UU ASN. “Ka-
rena memang mereka sudah punya undang-
undang ASN sendiri, peraturan pemerintah 
sendiri soal disiplin 
ASN,” jelas 
Lolly. 

D i a 
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Hasnu Ibrahim

“Pemilu berkualitas hanya dapat 
terwujud jika komponen pemilu 
seperti penyelenggara, peserta 

dan pemerintah berkomitmen 
dalam proses dan suksesi sesuai 

perintah konstitusi”

KPU LEMPAR MASALAH 
KAMPANYE KE BAWASLU

Pesan politik berbau 
kampanye masif beredar 

di berbagai kanal oleh 
sosok-sosok yang diga-

dang-gadang bakal men-
jadi kontestan pemilihan 
presiden (Pilpres) mau-
pun pemilihan legislatif 
(Pileg) 2024. Fenomena 

itu disinyalir karena Pera-
turan Komisi Pemilihan 
Umum (PKPU) 15/2023 
tentang Kampanye tak 
mengatur secara jelas 

dan tegas. 

Kebingungan bahkan muncul dari 
Badan Pengawas Pemilu (Bawa-
slu) dalam menindak dugaan pel-
anggaran kampanye colongan, 

yang dilakukan pihak-pihak yang belum 
resmi menjadi kontestan pemilihan. Sebab, 
KPU dalam aturannya itu hanya mengatur 
soal satu hal yang boleh dilakukan partai 
politik yaitu sosialisasi. 

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 79 
ayat (1) PKPU 15/2023, parpol yang telah 
ditetapkan sebagai peserta pemilu dapat 
melakukan sosialisasi dan pendidikan politik 
di internal sebelum masa kampanye pemilu 
dengan memberitahukan terlebih dahulu 
kepada KPU dan Bawaslu. Selain itu, juga 
diperbolehkan memasang bendera parpol 
yang memuat logo dan nomor urutnya, tapi 
hanya di wilayah internal parpol. 

Sementara, PKPU 15/2023 tidak spesifik 
mengatur tentang larangan sosialisasi bagi 
pihak-pihak yang belum resmi menjadi pe-
serta pemilu, seperti bakal calon presiden 
dan bakal calon wakil presiden atau bakal 
calon anggota legislatif DPR RI, DPRD 
Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta DPD 
RI. Yang ada, justru larangan tentang sosial-
isasi yang memuat ajakan memilih. 

Permasalahan kampanye di luar jadwal 
ini disoroti Pengurus Besar Perhimpunan 
Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), yang 
juga menemukan beberapa contoh konkret 
dari beberapa kejadian terbaru yang menge-
muka di publik. Bahkan, dilakukan oleh elite-
elite parpol yang menduduki posisi penting 
di pemerintahan pusat maupun daerah. 

Koordinator Nasional Pemantau Pemilu 
PB PMII, Hasnu Ibrahim, menyampaikan, 
definisi kampanye politik secara sederhana 
berarti bagian dari upaya terorganisir yang 
dilakukan parpol peserta pemilu, relawan, 
tim sukses, dan pihak yang ditunjuk secara 
resmi oleh calon untuk memengaruhi pros-
es pengambilan keputusan para pemilih 
atau upaya membangun preferensi publik. 

Namun, dirinya menegaskan kam-
panye Pemilu Serentak 2024 yang di 
dalamnya memuat Pileg 4 kotak dan 

Pilpres, baru bisa dilaksanakan pada 28 
November 2023 hingga 10 Februari 2024 
atau selama 75 hari, sebagaimana tertuang 
dalam PKPU 3/2022 tentang Jadwal, Pro-
gram, dan Tahapan Pemilu Serentak 2024.

“Sekarang keriuhan (masalah kampanye 
politik di luar jadwal) tersebut sudah terasa 
menghiasi dinding-dinding demokrasi dan 
pemilu sebagai konsekuensi logis kampa-
nye politik era demokrasi digital. Karena 
yang bukan peserta pemilu, bakal calon 
presiden yang baru diakui parpol dan juga 
relawannya terkadang melakukan aktivitas 
kampanye secara terselubung serta berlind-
ung dibalik sosialisasi politik,” ujar Hasnu 
dalam Forum Muda Partisipasi yang diga-
gas Pemantau PB PMII, Rabu, 20 Septem-
ber 2023.

Dia mengungkapkan, KPU yang seba-
gai mandatori utama dalam melaksanakan 
pemilu oleh UUD 1945, justru tidak meng-
godok aturan secara spesifik dan men-
dalam, serta memiliki tujuan mencegah 
munculnya permasalahan dalam setiap ta-
hapan Pemilu Serentak 2024 yang berjalan, 
termasuk soal kampanye dan masa sebe-
lum kampanye. 

Menurutnya, jika kondisi KPU sekarang ini 
terus berlanjut, maka demokrasi Indonesia 
bisa semakin terpuruk. Apalagi dalam pe-
nyusunan regulasi teknis tahapan-tahapan 
pemilu tidak dilakukan secara komprehensif 
dan menyeluruh, serta melibatkan berbagai 
stakeholder terkait dalam proses penyusu-
nannya. 

“Pemilu berkualitas hanya dapat terwujud 
jika komponen Pemilu seperti penyeleng-
gara, peserta Pemilu dan pemerintah 
berkomitmen dalam proses dan suksesi 
sesuai perintah konstitusi. Kita semua tentu 
berkepentingan menghadirkan Pemilu yang 
demokratis, bermartabat, transparan dan 
berintegritas. Akan tetapi, jika pada level 
implementasi dan pelaksananya tidak jujur 
dan tidak sehat, maka ini gejala awal dari 
kerontokan demokrasi,” singgungnya. 

Contoh kebobrokan manajemen kam-
panye di luar jadwal yang menimbulkan 
pola-pola yang bersifat ilegal atau colon-
gan, disebutkan Hasnu berdasarkan pe-
mantauannya adalah kejadian bagi-bagi 
uang oleh Ketua Umum PAN sekaligus 
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, 
kepada masyarakat nelayan. 

Serta, ada juga kejadian penyebaran 
video beberapa kepala daerah PDIP 
yang di dalamnya termasuk anak dan 
mantu Presiden Joko Widodo, yaitu 
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming 
dan Wali Kota Medan Bobby Nasu-
tion, yang isinya mengajak 
pengguna me-
dia sosial 
X 

memilih Ganjar Pranowo. 
“Baru-baru ini kita juga dikagetkan den-

gan pernyataan Ketua Umum Partai Ger-
indra, Prabowo Subianto, yang dicalonkan 
sebagai bakal capres yang menyatakan; 
‘kalau masyarakat menemukan ada caleg 
dan calon yang bagi-bagi uang, terima 
saja, tapi jangan dulu dukung’. Pernyataan 
Prabowo ini sungguh merusak akal sehat 
publik dan merobohkan wibawa demokrasi,” 
tutur Hasnu. 

“Aksi heroik lainnya datang dari Ketua 
Umum PAN, Zulkifli Hasan, dengan memb-
agi-bagikan sejumlah uang kepada nelayan. 
Akankah aksi serupa muncul dari elite par-
pol dan para caleg? Jika aksi-aksi nakal 
seperti ini kedepannya akan bermunculan, 
maka ini akan memperpanjang kondisi bu-
ruk potret pemilu di Indonesia atau disebut 
sebagai pasar gelap demokrasi,” sambung 
dia. 

Setelah hampir satu setengah tahun ter-
libat dalam melakukan pemantauan pemilu 
dan mengawal demokrasi di Indonesia, 
Hasnu bersama PB PMII memandang ada 
empat variabel penting dalam menyukses-
kan Pemilu 2024. Yaitu demokratis, integ-
ritas, bermartabat dan berwibawa. Menu-
rutnya, variabel-variabel itu menjadi ikhtiar 
bersama dalam melakukan edukasi publik, 
pendidikan politik, menggalang solidaritas 
dan partisipasi aktif publik, peringatan dini 
dan upaya mitigasi kolektif. 

“Pemilu berkualitas hanya dapat terwujud 
jika kemudian beberapa variabel penting 
dalam sistem elektoral yakni penyeleng-
gara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), Pe-
serta Pemilu (Parpol dan Caleg, Capres-
Cawapres, hingga calon perseorangan), 
dan Pemerintah (Presiden dan Wapres, 
Menteri, TNI, Polri, BIN, ASN, serta Bi-
rokrasi) berkomitmen dalam mencipta-
kan pemilu berkualitas, integritas dan 

demokratis di tanah air menyambut Pemilu 
2024 mendatang,” ungkapnya. 

Terkhusus untuk penyelenggara Pemilu, 
Hasnu meminta kepastian dari sikap in-
dependen, profesional, dan tidak partisan 
dalam melaksanakan pesta demokrasi 
mendatang. Sebab dia memandang, hara-
pan publik begitu besar kepada penyeleng-
gara Pemilu menuju hari H pencoblosan 
Pemilu di 14 Februari 2024.

“Penyelenggara Pemilu harus merasa 
dirinya sebagai lembaga yang seperti ma-
nusia setengah dewa. Mereka nyaris tidak 
boleh genit, tidak boleh cawe-cawe ikut 
dalam pemenangan salah satu kandidat. 
Sebab, ketika penyelenggara pemilu sep-
erti dari unsur KPU dan Bawaslu ikut cawe-
cawe atau genit dalam urusan politik elekto-
ral, tentu kualitas demokrasi Indonesia akan 
sangat terancam,” ungkap Hasnu. 

“Variabel penyelenggara pemilu ini pent-
ing agar disorot publik, diingatkan sejak 
awal. Kita semua tahu bahwa salah satu 
instrumen kemenangan Pemilu sering-
kali melibatkan oknum dari penyelenggara 
pemilu yang agak sedikit nakal untuk men-
gorkestrasi pemenangan elektoral,” tam-
bahnya. 

Di sisi lain, Hasnu juga mendorong 
pemerintah dan instrumen negara lainnya 
seperti menteri, Polri, TNI, BIN, ASN, dan 
birokrasi agar menjaga wibawa, moralitas 
dan etik serta independen. Pasalnya, dia 
tidak ingin kegagalan terbesar dalam meng-
hadirkan pemilu berkualitas dan demokratis 
dikarenakan pemerintah tidak netral atau 
terlibat dalam skenario jahat untuk mengatur 
proses dan memutuskan hasil. 

“Menjelang pemilu 2024, tidak ada lagi te-
kanan dari pemerintah kepada penyeleng-

gara seperti KPU dan Ba-
waslu untuk menjadi 

variabel pemenangan 
politik. Begitupun 
TNI, Polri, dan 
BIN tidak boleh 
ikut campur atau 
genit dalam uru-
san elektoral, bi-
rokrasi dan ASN. 
Mereka harus 
juga kembali in-

syaf agar menjaga 
kode etik kepega-

waian,” tutup Hasnu.
lRDO



Minggu IV l September 2023

8
INFO						   
PILKADA

Karyono Wibowo

“Ketika berencana maju 
dalam Pilkada DKI Ja-
karta, Zaki akan membawa 
pengalaman kepemimpinan 
daerah sebagai modal”

MAJU PILKADA DKI
AHMED ZAKI HARUS BERPRESTASI

Pengamat politik, Karyono 
Wibowo, menyebut, jika Zaki in-
gin mencalonkan diri dalam Pil-
gub DKI Jakarta 2024, ada tiga 

hal yang harus dimilikinya, termasuk pres-
tasi yang dapat meyakinkan pemilih.

Menurut Karyono, Zaki sudah memiliki 
pengalaman dalam memimpin daerah ka-
rena sebelumnya pernah menjabat seba-
gai Bupati Tangerang selama dua periode.

“Ketika berencana maju dalam Pilkada 
DKI Jakarta, Zaki akan membawa pen-
galaman kepemimpinan daerah sebagai 
modal,” ungkapnya.

Karyono mengingatkan, Zaki bukan-
lah sosok yang baru dalam dunia politik. 
Banyak calon gubernur DKI Jakarta sebe-
lumnya berasal dari kepala daerah lokal. 
Dia mencontohkan Joko Widodo dari 
Surakarta dan Basuki Thajaja Purnama 
dari Belitung.

“Namun, tantangan yang dihadapi di 
DKI Jakarta berbeda dengan Kabupaten 
Tangerang karena cakupan wilayah dan 
skala kepemimpinannya lebih besar,” je-
lasnya.

Hal yang paling penting, menurut Kar-
yono, adalah prestasi yang telah diraih 
oleh Zaki selama memimpin Kabupat-
en Tangerang selama sepuluh tahun 
terakhir. Meskipun belum ada peneli-
tian mendalam tentang prestasinya, 
Zaki perlu memiliki prestasi yang da-
pat dijadikan alasan untuk meyakin-
kan publik DKI Jakarta.

Karyono kembali memberi contoh 
Joko Widodo yang memiliki prestasi 
unik dalam menyelesaikan masalah 
dan gaya kepemimpinan yang ber-
beda.

Selain prestasi, Zaki juga perlu 
memiliki keunikan tersendiri dan 
konsep visi misi yang jelas dalam 
memajukan DKI Jakarta. Dia 
harus memahami permasala-
han fundamental yang 
ada, seperti banjir, 
kemacetan, polusi 
udara, masalah 
permuk iman, 
serta memiliki 
solusi untuk 
mengatasi 

masalah-masalah tersebut.
“Semua ini dapat dijadikan alasan untuk 

mendapatkan dukungan dari masyarakat 
DKI Jakarta,” tambahnya.

Karyono juga menekankan, jika Zaki 
tidak memiliki prestasi, keunikan, dan visi 
misi yang kuat, maka kesempatannya un-
tuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta 
akan sulit. Meskipun partai politik seperti 
Golkar dapat mempengaruhi pemilih, ke-
pribadian dan kualitas calon adalah faktor 
yang lebih dominan dalam menentukan 
keterpilihannya.

Pakar Komunikasi Politik, Hendri Sa-
trio, menambahkan, Zaki dapat mencalon-
kan diri dalam Pilgub DKI Jakarta, tetapi 
keputusan tersebut juga bergantung pada 
Partai Golkar, mengingat ada saingan lain 
seperti Ridwan Kamil yang juga berasal 
dari partai beringin.

“Golkar DKI Jakarta sebelumnya telah 
mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan 
mengusung M Ridwan Kamil dalam 
Pilkada 2024, dan calon yang diu-
sung oleh partai tersebut adalah 
Ahmed Zaki Iskandar, yang 
saat ini menjabat sebagai 
Bupati Tangerang,” sam-
bungnya.

Sekretaris DPD Gol-
kar DKI Jakarta, Basri 
Baco, mengklaim, 
pihaknya belum me-
miliki rencana konkret 

untuk mendukung Ridwan Kamil dalam 
konteks Pilgub  DKI Jakarta 2024. Menu-
rutnya, prioritas mereka saat ini adalah 
mengusung Ketua DPD Golkar DKI Ja-
karta, Ahmed Zaki Iskandar.

Baco menyatakan, keputusan ini sudah 
diambil berdasarkan Musyawarah Daerah 
(Musda) dan Rapat Kerja Daerah (Raker-
da) DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Pros-
es sosialisasi untuk mendukung Ahmed 
Zaki telah berjalan cukup lama.

“Untuk calon gubernur atau calon wakil 
gubernur DKI Jakarta, kami sudah mel-
akukan persiapan yang panjang, serta 
proses sosialisasi yang cukup intensif. 
Calon kami saat ini adalah Ahmed Zaki Is-
kandar, sesuai dengan keputusan Musda 
dan Rakerda. Kami telah melakukan so-
sialisasi ini kepada setiap kader dan calon 
legislatif kami,” bebernya.

Menurut Baco, DPP sebelumnya su-
dah memproyeksikan 

Ridwan Kamil 
untuk maju 

lagi dalam 
P i l g u b 

J a w a 

Barat. Sementara, Ahmed Zaki telah dis-
iapkan sebagai calon gubernur DKI Jakar-
ta dan Airin Rachmi Diany untuk menjadi 
calon gubernur Banten.

“Jika Ridwan Kamil maju di DKI, maka 
Zaki tidak dapat maju di Jawa Barat. Atau 
bisa dikatakan, plot sudah disusun se-
demikian rupa. Harapannya adalah agar 
proses ini tidak terganggu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Baco juga menyoroti per-
bedaan senioritas di dalam partai. Ia men-
ganggap jika Ridwan Kamil benar-benar 
maju sebagai calon gubernur DKI, hal ini 
akan melangkahi Ahmed Zaki yang telah 
lebih lama berkiprah di Partai Golkar. Rid-
wan Kamil baru saja bergabung dengan 
Golkar pada 18 Januari 2023.

“Ridwan Kamil adalah anggota baru 
dalam partai ini, belum genap setahun. 
Sementara Zaki telah terkait dengan Gol-
kar sejak lama, bahkan sejak usia sangat 
muda. Oleh karena itu, yang baru harus 
menghormati senioritas,” tegasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ah-
mad Doli Kurnia, mengungkapkan partain-
ya telah mengkonfirmasi bahwa mereka 
memiliki rencana untuk mendukung Rid-
wan Kamil.

Partai Golkar memastikan bahwa per-
an Ridwan Kamil ke depannya adalah 
sebagai calon gubernur, bukan sebagai 
calon wakil presiden. Hal ini untuk men-
jawab pertanyaan mengenai peluangnya 
menjadi calon wakil presiden bagi salah 
satu calon presiden dalam Pilpres 2024.

“Tentang Ridwan Kamil, kami sudah 
memiliki rencana untuk RK. Kami telah 
memutuskan untuk mendukung RK se-
bagai calon gubernur. Tinggal memilih 
apakah di Jawa Barat lagi atau di DKI Ja-
karta,” pungkasnya.l IRY

Ahmed Zaki Iskandar 
akan mengakhiri jabatan-

nya sebagai Bupati 
Tangerang dua periode 

pada 21 September 2023. 
Dia disebut-sebut ber-
peluang besar maju di 

Pemilihan Gubernur DKI 
Jakarta 2024
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KALSEL BUTUH PEMIMPIN MUDA

Partai politik sedang melaku-
kan perhitungan strategis dan 
mempersiapkan diri untuk me-
menangkan Pemilihan Legislatif 

yang akan diadakan pada 14 Februari 
2024.

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin 
Noor, mengumumkan rencananya untuk 
pensiun dari dunia politik. Paman Birin 
mengatakan pemimpin Kalsel yang baru 
sebaiknya berasal dari kalangan muda.

“Ganti saja (sama) anak muda,” kata 
Sahbirin Noor.

Pernyataan ini memunculkan speku-
lasi mengenai sosok politisi muda yang 
mungkin akan menggantikan Paman Birin. 
Salah satu nama yang muncul adalah Mu-
hammad Rifqinizamy Karsayuda (MRK), 
seorang politisi nasional dari Kalsel.

MRK sebelumnya adalah 
Ketua Tim Peme-
nangan Sahbirin 
Noor-Muhiddin 
dalam Pemili-
han Gubernur 
Kalsel 2020. 
Dia juga 
dikenal se-
bagai orang 
dekat Haji 
Isam, pen-
gusaha na-

sional asal Kalsel yang juga keponakan 
Sahbirin Noor.

Beberapa waktu yang lalu, MRK telah 
mengundurkan diri dari jabatannya seba-
gai Anggota DPR dan kader PDIP. Kepu-
tusannya itu diambil dengan tujuan untuk 
fokus pada ambisinya untuk mencalonkan 
diri sebagai gubernur Kalsel pada 2024.

“Kami saat ini sedang bermunajat 
sekuat tenaga untuk ikut dalam kontestasi 
pemilihan gubernur Kalimantan Selatan 
2024,”  ungkap MRK.

Dia ingin memanfaatkan segala pen-
galaman dan relasinya yang didapat se-
lama empat tahun menjadi Anggota DPR 
untuk mempercepat pembangunan di 
Kalsel pada 2024. Terlebih, Kalsel akan 
berperan sebagai daerah penyangga bagi 
Ibu Kota Negara yang baru. 

MRK ingin memastikan Kalsel tidak 
kehilangan peluang tersebut dan dapat 
memanfaatkannya dengan baik. “Kalau 
kita lengah dalam 5 tahun itu, maka saya 
yakin yang akan mengambil benefitnya 
bukan Kalsel, tapi provinsi lain di Kalim-
antan yang juga menjadi penyangga IKN,” 
jelasnya.

MRK berharap, jika dipilih sebagai gu-
bernur Kalsel dapat mempercepat pem-
bangunan daerah tersebut.

Terkait posisi yang akan diambilnya 
dalam Pilgub Kalimantan Selatan 2024, 
MRK dengan tegas menyatakan bahwa 
dia ingin maju sebagai calon orang nomor 
satu di Kalsel. “Saya hanya mau 01. Kalau 
02 saya akan mengurungkan niat untuk 

maju di pemilihan gubernur,” tegasnya.
Namun, MRK masih enggan men-

gungkapkan kendaraan politik 
mana yang akan digunakan 
untuk menghadapi Pilgub 
Kalimantan Selatan 
2024.

Pemerhati poli-
tik Banua, Ka-
darisman, menje-
laskan, masyarakat 

mulai menaruh harapan kepada beberapa 
tokoh yang dianggap pantas untuk men-
jadi calon gubernur.

Dua nama yang sering disebut adalah 
Anang Syakhfiani dan Ibnu Sina. Kedua 
tokoh ini memiliki potensi untuk menda-
patkan dukungan dari berbagai kalangan 
masyarakat, termasuk kelas menengah 
atas dan kalangan bawah.

Anang Syakhfiani memiliki potensi kuat 
sebagai wakil dari pemilih Banua Anam 
yang jumlahnya 28 persen dari pemilih di 
Kalsel.

“Di sisi lain, Ibnu Sina dapat menjadi 
representatif bagi masyarakat Banjarma-
sin dan Batola yang memiliki 23 persen 
pemilih,” ungkapnya.

Kehadiran Ibnu Sina dalam Pilgub 
Kalsel dapat menyatukan suara di Ba-
tola yang memiliki ikatan emosional yang 
kuat. Sementara itu, kehadiran Anang da-
pat mempererat dukungan dari pemilih di 
Banua Anam.

“Namun, meskipun keduanya memiliki 
potensi besar untuk memengaruhi hasil 
pilkada Kalsel, mereka masih menghadapi 
sejumlah tantangan untuk mencapai posi-
si sebagai calon gubernur. Salah satu tan-
tangan yang dihadapi oleh Anang adalah 
ia bukan kader partai politik,” bebernya.

Sementara itu, Ibnu Sina, meskipun 
saat ini memimpin Partai Demokrat Kalsel, 
masih memiliki jarak yang cukup jauh un-
tuk memenuhi syarat menjadi calon orang 
nomor satu berdasarkan kursi yang dimi-
likinya di legislatif.

Faktor lain yang 
akan memen-

garuhi peluang 
k e d u a n y a 

adalah dukungan dari aktor-aktor pent-
ing dalam politik Kalsel. Oleh karena itu, 
pilihan terbaik bagi Anang dan Ibnu Sina 
mungkin adalah bersaing sebagai calon 
wakil gubernur pada 2024. Dengan cara 
ini, mereka dapat menjadi kunci keber-
hasilan siapapun yang nantinya menjadi 
calon gubernur.

Selain tiga nama yang sudah lebih dulu 
dibahas, terdapat nama lain yang disebut-
sebut sebagai calon gubernur. Mereka 
adalah tokoh-tokoh yang sudah pernah 
bersaing di pemilihan sebelumnya, seperti 
Zairullah Azhar dan Muhiddin. Adapula 
nama seperti Pangeran Khairul Saleh.

Zairullah dan Muhiddin memiliki popu-
laritas yang kuat, terutama karena mereka 
sudah memiliki pengalaman dalam Pilka-
da sebelumnya dan saat ini menduduki 
posisi penting dalam pemerintahan.

“Namun, popularitas saja tidak cukup, 
dan elektabilitas mereka akan sangat 
dipengaruhi oleh dukungan yang mereka 
terima,” tambahnya.

Zairullah, meskipun memiliki populari-
tas di daerah pesisir, tidak begitu kuat di 
daerah lain. Pada pemilu gubernur sebel-
umnya, ia hanya berhasil meraih 18 pers-
en suara, meskipun sudah mendapatkan 
dukungan dari tokoh-tokoh di Hulu Sungai 
Selatan.

Muhiddin memiliki potensi yang lebih 
besar, terutama dengan dukungan dari 
Pangeran Khairul Saleh, yang memiliki 
pengaruh kultural yang kuat di Kabupaten 
Banjar. Namun, Muhiddin juga memiliki 
kerawanan, terutama di kalangan pemilih 
kelas menengah ke atas yang pada pemi-
lu sebelumnya memilih Denny Indrayana.
lIRY

Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) di Kalimantan 

Selatan masih satu tahun 
lagi. Namun, pembic-

araan mengenai siapa 
yang akan menggantikan 

Sahbirin Noor-Muhiddin 
menjadi topik yang ramai 

dibicarakan publik.

 Sahbirin Noor

“Ganti saja (sama) 
anak muda”
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Najib Husain

“Ruksamin dikenal seba-
gai politisi petarung yang 
cakap dan ulet. Semen-
tara Sjafei Kahar dianggap 
sebagai tokoh birokrat 
Sulawesi Tenggara”

CAGUB SULTRA 
MULAI TEBAR JANJI

Kehadiran keduanya menjadi so-
rotan karena dianggap sebagai 
pasangan ideal yang memiliki 
potensi kuat untuk memimpin 

Sulawesi Tenggara.
Ruksamin adalah seorang politisi yang 

telah lebih awal mendeklarasikan niatnya 
untuk maju dalam Pilgub Sulawesi Teng-
gara 2024. Sementara, Sjafei Kahar yang 
baliho kampanyenya sudah terpajang di 
berbagai tempat, berambisi untuk kembali 
bertarung di Pilgub 2024.

Pengamat politik Sulawesi Tenggara, 
Najib Husain, menyatakan, perpaduan 
antara Ruksamin dan Sjafei Kahar 
adalah konfigurasi ideal yang 
menggabungkan repre-
sentasi daratan dan 
kepulauan. Kedua 
tokoh ini juga me-
wakili perpaduan 
antara politisi ber-
pengalaman dan 
tokoh birokrasi 
yang ulung.

“ R u k s a m i n 
dikenal sebagai 
politisi petarung 
yang cakap dan 
ulet. Sementara 
Sjafei Kahar 
dianggap 
seba-

gai 

tokoh birokrat Sulawesi Tenggara,” kata 
Najib Husain.

Dalam pandangan Najib, Ruksamin 
yang mewakili daratan memiliki daya tarik 
tersendiri. Begitu juga dengan Sjafei Ka-
har yang mewakili wilayah kepulauan. 
Keunggulan ini akan menjadi modal yang 
sangat kuat dalam merebut mayoritas su-
ara pemilih yang tersebar di 17 kabupaten/
kota di Sulawesi Tenggara.

Keduanya telah terbukti memiliki kapa-
bilitas yang diakui oleh masyarakat. Ruk-
samin telah menjabat sebagai Bupati Ko-
nawe Utara selama dua periode. Dia saat 
ini memimpin DPW PBB Sulawesi Teng-
gara. Dia juga menjadi Koordinator Pre-
sidium KAHMI dan memiliki keterlibatan 
dalam organisasi besar lainnya.

Sementara itu, Sjafei Kahar pernah 
menjabat sebagai Bupati Buton selama 
dua periode yang mencakup enam kabu-
paten yang kini telah berdiri sendiri, yakni 
Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, 
Wakatobi, Bombana, dan Baubau.

“Jadi, jejak politik yang telah mereka 
ukir menunjukkan bahwa keduanya memi-
liki basis suara yang sangat kuat dan layak 

diperhitungkan,” tambah Najib.
Doktor alumni Universitas Gadjah 

Mada ini juga menekankan, jika Ruk-
samin dan Sjafei Kahar benar-benar 
berpasangan di Pilgub Sultra 2024, 
hal ini akan menjadi catatan pent-
ing dan peringatan bagi calon lain 
yang ingin menjadi lawan mereka.

Ruksamin sendiri telah men
deklarasikan niatnya untuk maju 
dalam Pilgub dengan membawa pro-

gram-program 
u n g g u l a n , 

seperti menjadikan Sulawesi Tenggara 
sebagai pusat energi dunia dan program 
Rp500 juta untuk setiap desa/kelurahan, 
serta pendidikan gratis.

“Berbagai program prioritas, ide dan ga-
gasan telah saya siapkan, maka saya men-
yatakan kesiapan saya untuk maju sebagai 
calon gubernur Sulawesi Tenggara untuk 
periode 2024-2029,” kata Ruksamin.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Nas-
Dem, Surya Paloh, secara tegas menyata-
kan dukungannya untuk Kery Saiful Kong-
goasa di Pilgub Sultra 2024.

“Kery adalah calon Gubernur,” kata 
Surya Paloh sembari merangkul Kery.

Surya Paloh juga menyebutkan Tina Nur 
Alam sebagai calon gubernur potensial Sul-
tra 2024. “Dan juga ada Ibu Tina calon gu-
bernur,” sembari melirik Tina Nur Alam.

Surya Paloh merasa bangga dengan 
semangat tinggi kader-kader Partai Nas-
Dem di Sultra. Dia optimistis mereka akan 
membawa Partai NasDem menjadi peme-
nang dalam Pemilu 2024.

Kery Saiful Konggoasa dengan antu-
sias menjawab pernyataan Surya Paloh 
dengan kesiapan maksimal jika DPP Nas-
Dem memilihnya untuk bertarung dalam 
Pilgub Sultra 2024. Dalam posisinya se-
bagai Bupati Konawe yang telah menjabat 
selama dua periode, Kery berkomitmen 
untuk menggunakan semua kemampuan-
nya dalam upaya merebut kursi orang no-
mor satu di Sulawesi Tenggara.

“Tentunya sebuah 
berkah dan pelecut 

semangat meng-
abdi kepada 
masyarakat 
Bumi Anoa 
jika DPP 

mengamanahkan saya untuk tampil di Pil-
gub 2024,” kata Kery Saiful Konggoasa.

Namun, Kery juga mengungkapkan 
bahwa sebelum terlibat dalam Pilgub, 
ia akan maju dalam Pemilihan Legislatif 
(Pileg) DPR RI di Dapil Sultra. Tujuannya 
adalah untuk membantu Partai NasDem 
mengumpulkan kursi di Senayan. 

Kery menegaskan bahwa ia akan tetap 
patuh pada ideologi partai dan mengi-
kuti arahan Ketua Umum NasDem, Surya 
Paloh.

“Pada prinsipnya, kami senantiasa 
patuh pada ideologi partai dan arahan 
Ketua Umum DPP NasDem, Surya Paloh,” 
tegas Kery.

Tina Nur Alam menambahkan, terda-
pat sejumlah program dari Bantuan Kese-
jahteraan Masyarakat (Bahteramas) yang 
akan diterapkan apabila terpilih dalam 
pesta politik lima tahunan itu.

Tina menjelaskan, sebelumnya pada 
kepemimpinan Nur Alam 2008, saat 
APBD Sultra sebesar Rp860 miliar, diberi-
kan bantuan dana sebanyak Rp100 juta 
per desa. Apalagi, saat ini APBD Sultra 
sudah mencapai sekitar Rp5,7 triliun. “Art-
inya jika perhitungan dari anggaran terse-
but, maka bisa disalurkan Rp300 juta per 
desa,” tambahnya.

Selain itu, ia juga bakal melanjutkan 
program Cerdas Sultraku berupa bea-
siswa kepada masyarakat yang melanjut-
kan pendidikan ke luar daerah.

“Program terakhir yakni bantuan kes-
ehatan dengan pengobatan gratis sampai 
rawat inap kelas 3 bagi masyarakat yang 
kurang mampu,” terangnya.

Dia juga akan memperbaiki infrastruk-
tur jalan yang ada di seluruh wilayah Sultra 
sepan- j a n g 1.009 kilometer.

“ Te n t u n y a 
masih ban-

yak lagi 
p r o g r a m 
yang akan 
d i j a l a n -
kan apa-

bila nanti 
saya ter-

pilih men-
jadi guber-

nur Sulawesi 
T e n g g a r a , ” 
pungkasnya.l 

IRY

Persaingan dalam Pemili-
han Gubernur Sulawesi 
Tenggara 2024 kini me-

munculkan dua tokoh 
yang semakin menonjol. 

Mereka adalah Ruksamin 
dan Sjafei Kahar.
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JURUS DEWA DI TAHUN POLITIK
Gubernur Sumatera Sela-
tan, Herman Deru, secara 
resmi melantik tujuh pen-
jabat bupati dan wali kota 

yang akan meneruskan 
kepemimpinan kepala 

daerah menyusul bera-
khirnya masa jabatan di 

tujuh daerah tersebut.

Herman Deru menekankan agar 
tujuh penjabat bupati dan wali 
kota harus memegang teguh 
serta menjalankan dengan 

baik amanat yang diberikan negara.
“Artinya, negara percaya dan yakin jika 

para penjabat bupati dan wali kota ini da-
pat melanjutkan kepemimpinan sebagai 
kepala daerah. Kepercayaan ini harus 
dijaga dengan baik,” kata Herman Deru.

Tidak hanya itu, dia juga menegaskan, 
penjabat bupati dan wali kota harus tetap 
menjaga komunikasi yang baik dengan 
bupati atau wali kota sebelumnya mau-
pun dengan jajaran instansi vertikal. 
Apalagi, para penjabat bupati dan 
wali kota tersebut harus di-
hadapkan dengan tan-
tangan berat di tahun 
politik.

“Menghadapi tahun 
politik ini kita harus 
kerja cerdas dan 
bertindak tegas sesuai 
aturan yang berlaku,” 
tegasnya.

Tidak hanya itu, 
penjabat bupati dan 
wali kota yang telah 
dilantik juga harus 
berhadapan dengan 
banyak pekerjaan ru-
mah yang saat ini be-
lum tuntas. Di antara-
nya upaya penurunan 
stunting, kemiskinan, 
dan lainnya.

“Termasuk juga 
pembangunan di 
daerah eks transmi-
grasi. Pembangunan 
di wilayah ini adalah 
tanggung jawab ber-
sama tanpa melihat 
di bawah wewenang 
siapa. Penjabat bupati 
dan wali kota ini harus 
tinggalkan warisan 
atau legacy saat kem-
bali lagi menjadi ASN,” 
ujarnya.

Pengamat politik dan 
akademisi Universitas Sri-
wijaya, Andries Lionardo, men-
gatakan, semua penjabat bupati 
dan wali kota yang baru dilantik 
memang harus menunjukkan ki-
nerja terbaiknya. Mereka harus 
mampu menjadi fasilitator dalam 
kehidupan demokrasi yang 
baru untuk menjaga stabilitas 

demokrasi dari Pilkada tidak serentak 
menjadi Pilkada serentak.

“Secara khusus mereka adalah fasili-
tator demokrasi, bersikap profesional, 
netral, mengedepankan semangat pe-
layanan publik,” ungkapnya, Kamis, 21 
September 2023.

Untuk pembangunan berkelanjutan, 
kata Andries, tugas penjabat harus mem-
pertahankan dan melanjutkan pekerjaan 
rumah yang belum dituntaskan.

“Dari semua penjabat ini diyakini san-
gat mampu untuk mengemban amanah, 
karena penjabat yang terpilih adalah 
kehendak politik pemerintah pusat dan 
melalui tahapan seleksi oleh Kemendag-
ri. Mereka adalah yang terbaik dan diyak-

ini mampu,”ulasnya.
Tujuh pen-

jabat bupati 
dan wali kota 
ini diharapkan 
mampu men-
jadi pelayan 
publik dan ak-

tor demokrasi 
yang benar-

benar diingin-
k a n 

“Secara khusus mereka 
adalah fasilitator demokra-

si, bersikap profesional, 
netral, mengedepankan se-
mangat pelayanan publik”

Andries Lionardo

masyarakat.
“Semua tujuh penjabat semua mampu 

dan terbaik, tinggal bagaimana penjabat 
mampu menyelesaikan masalah sece-
patnya dan mencari jalan keluar,” ujarn-
ya.

Sementara, itu Penjabat Wali Kota 
Palembang, Ratu Dewa, mengatakan, 
terpilih sebagai penjabat adalah amanah, 
sehingga dia akan berusaha bersinergi 
dengan seluruh stakeholder yang ada.

Ratu Dewa menyebut pelayanan pub-
lik harus menjadi prioritas. Infrastruktur 
perkotaan akan dilaksanakan mulai dari 
segala lini seperti jalan, penerangan dan 
pemerataan bidang pendidikan serta 
kesehatan.

“Seperti penanganan stunting, inflasi 
dan nanti kita juga akan berbicara men-
genai program smart city di kota Palem-
bang,” tambahnya.

Diketahui dari 19 destinasi wisata, 
baru dua yang diperkenalkan ikut men-
jadi sorotan. Sedangkan penanganan 
daerah kumuh, stunting, inflasi merupa-
kan pekerjaan besar yang harus segera 
diselesaikan.

Terkait penanganan kabut asap yang 
sempat menyita perhatian publik, kata 
dia, juga merupakan permasalahan yang 
terus berulang dan perlu dilakukan pem-
bentukan tim.

“Saya sudah bicara dan akan mel-
akukan kerja sama dengan Komandan 
Korem (Danrem) serta melakukan koor-
dinasi dengan pihak kecamatan dan ke-
lurahan,” tegasnya.

Sedangkan, mantan Wali Kota Palem-
bang Harnojoyo memilih untuk kembali 
berkebun seperti dahulu di kampung 
halaman setelah mengakhiri masa 
jabatan sebagai orang nomor satu di 
Palembang.

“Saya kembali ke habitat sebagai anak 
petani dan akan kembali pergi ke ladang 
dan bersawah,” terangnya.

Harnojoyo mengakui tidak mencalonkan 
diri pada Pileg 2024 karena namanya tidak 
masuk di Daftar Calon Sementara (DCS) 
yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Sumsel beberapa waktu lalu.

“Nama saya di DCS tidak masuk,” 
terangnya.

Harnojoyo juga mengucapkan terima 
kasih kepada masyarakat Kota Palem-
bang yang selama ini sudah memberikan 
amanah untuknya.

“Kami sebagai manusia biasa masih 
banyak khilaf. Kami mohon maaf dan ter-
ima kasih kepada masyarakat yang telah 
memberikan kepercayaan kepada saya 
selama 10 tahun menjabat sebagai Wali 
Kota Palembang,” ujarnya.

Untuk diketahui, Herman Deru melan-
tik tujuh Penjabat Bupati dan Wali Kota 
pada 18 September 2023.

Pauzan Khoiri ditunjuk sebagai Pen-
jabat Bupati Empat Lawang. Lusapta 
Kurnia Yudha sebagai Penjabat Wali 
Kota Pagaralam. Ratu Dewa sebagai 
Penjabat Wali Kota Palembang. Ahmad 
Rizali sebagai Penjabat Bupati Muara 
Enim. Hani Sopiar Rustam sebagai Pen-
jabat Bupati Banyuasin. Trisko Defriyan-
sa sebagai Penjabat Wali Kota Lubuk-
linggau, dan Elman sebagai Penjabat 
Wali Kota Prabumulih.lIRY

Pelantikan Pj Bupati dan Wali Kota di Sumsel
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KUNCINYA NASDEM HARUS 
JUARA DI PEMILU 2024

Dengan masuknya Mu-
haimin Iskandar dan 

PKB di koalisi Indonesia 
Perubahan, menambah 

keyakinan para kader 
Partai Nasdem di daerah 

untuk menjadi pemenang 
di Pemilu 2024. Sehingga 
meski dalam survei poli-

tik selalu menomorti-
gakan Anies Muhaimin 

hal itu bukan menjadi 
masalah karena pada 

fakta sebenarnya mereka 
unggul dibanding para 

kandidat lain.

Sebab pada kenyataannya 80 pers-
en orang lebih memilih Anies, se-
mentara survei di sebuah stasiun 
televisi juga ternyata memenang-

kan Anies.
“Tidak masalah selalu dinomortigakan ka-

rena bisa jadi lembaga survei itu mendapat 
bayaran. Yang terpenting bagi kita bagaima-
na membawa perubahan bagi Indonesia. 
Kami yakin rakyat sudah pintar untuk me-
milih pemimpin yang terbaik bagi Indonesia 
di masa depan,” ungkap Sekretaris Partai 
Nasdem Sumsel, Syamsul Bahri.

Adanya tiga Cawapres membuat berba-
gai kemungkinan akan terjadi, bisa satu pu-
taran atau bisa juga dua putaran. 

Kalau dua putaran Syamsul Bahri merasa 
yakin Anies Baswedan dan Prabowo Subi-
anto yang akan maju. Ada beberapa alasan 
yang mendasari terutama keduanya me-
menuhi dua unsur yakni penuh pengalaman 
dan punya pengetahuan yang luas.

“Anies pernah menjadi rektor universitas, 
pernah jadi Gubernur DKI. Prabowo juga 
punya pengalaman. Jadi dua itu yang me-
menuhi syarat. Kalau satu putaran maka 
Anies lah yang menjadi pemenang. Kalau 
keinginan Nasdem sih satu putaran saja 
sehingga bisa efisiensi anggaran negara,” 
tegasnya.

Pada Pemilu 2024 ini, Partai Nasdem 
Sumsel yang dipimpin Herman Deru ditar-
getkan Ketua Umum Surya Paloh harus 
juara dengan meraih 5 kursi DPR RI.

Untuk DPRD Provinsi dan DPRD kabu-
paten/kota ditargetkan harus terisi 
di setiap daerah pemilihan 
(Dapil). Dari 63 dapil dari 
84 semua harus terus 
semua.

Untuk Pilpres, se-
mua kader Partai 
Nasdem mulai 
dari DPRD 
k a b u -
paten/ 

kota, provinsi hingga DPR RI harus me-
nampilkan sosok  dan logo Anies Baswedan 
sebagai bentuk kecintaan pada calon pres-
iden pilihan Koalisi Indonesia Perubahan.

“Sementara untuk soliditas koalisi, kami 
juga telah mendapat surat dari DPP untuk 
bersama-sama dengan PKS dan PKB untuk 
menindaklanjuti tim pemenangan dari.

Jadi target kami di Sumsel ini, Nasdem 
harus juara, itu harga mati,”

Untuk mencapai kemenangan tentu se-
mua harus kerja keras. Tanpa kerja keras 
tidak akan berhasil.

Target selanjutnya Nasdem akan mem-
bawa perubahan Indonesia menjadi lebih 
baik lagi. Perubahan yang dimaksudkan 
adalah mengembalikan, memulihkan, me-
maksimalkan agar Indonesia  kembali ke 
UUD 1945.

Memaksimalkan Kegiatan Reses
Untuk menjadi pemenang di Pemilu 2024 

ini, Partai Nasdem harus mengisi para kad-
er potensialnya yang masih kosong seperti 
di  Dapil 4, Dapil 7, Dapil  10. Bila semuanya 
terisi maka target mengisi 13 kursi di DPRD 
provinsi bisa tercapai bahkan bisa merebut 
kursi Ketua DPRD.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni 
memaksimalkan kegiatan Reses untuk 
melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
tentang peran wakil Partai Nasdem di kursi 
legislatif dalam menampung aspirasi 
masyarakat di wilayah Dapil.

Syamsul Bahri ter-
masuk orang yang 
paling kon-
sisten dalam 
menjalan-
kan kegia-
tan Reses 
ini. Berba-
gai kegiatan 
dilakukan-
nya sesuai 
jadwal dan 
k e g i a t a n 
yang dia-
gendakan. 

B a h k a n 
saat mendapat 
undangan untuk 

menghadiri pelantikan Pj Bupati dan Wa-
likota di Sumsel, Kepala Dinas SDA Sumsel 
2017 ini tidak bisa hadir karena berbenturan 
dengan jadwal Reses.

Menurut Syamsul, terkadang ada yang 
salah juga di masyarakat terhadap Reses 
bahwa seolah-olah kita bisa menuntaskan 
persoalan mereka. seperti ada minta paka-
ian seragam, ada yang minta paket rebana. 

“Itu bukan Reses tapi itu permintaan. 
Reses ini menampung aspirasi rakyat sep-
erti soal infrastruktur, pendidikan, ekonomi, 
pendapatan, pengelolaan air bersih. Semua 
permintaan itulah yang akan kita tampung 
untuk selanjutnya dibahas di DPRD nanti,” 
terang Ketua Bapilu Partai Nasdem ini.

Dari hasil pembahasan OPD dan DPRD 
itu kemudian Gubernur Sumsel akan menu-
runkan anggaran melalui bantuan gubernur 
(Bangub) sebesar Rp 1,9 triliun.

Tunggu Perintah Partai
Menghadapi Pemilu 2024 mendatang se-

lain fokus pada pemenangan partai di Pileg 
dan pemenang di Pilpres, tidak menutup ke-
mungkinan bagi Syamsul Bahri juga ikut di 
Pilkada Kabupaten Muara Enim.

Di Pilkada 2024 lalu, nama Syamsul Bahri 
sangat populer dan selalu diunggulkan na-
mun hal itu ternyata bukan menjadi jaminan. 
Sehingga meski masih ada keinginan untuk 
turun di Pilkada 2024 mendatang, dia tidak 
mau berspekulasi terlalu besar.

“Kalau soal itu (Pilkada) saya belum 
tahu karena masih menunggu 

perintah atasan. Kalau kata 
pak SP (Surya Paloh) maju 

yah saya maju. Kalau 
dari hati kecil yah saya 
akan maju namun dari 
etika politik saya juga 
menunggu perintah 

partai,” terang pria 
yang cukup banyak 
pengalaman di bi-
dang teknis ini.

Kepala Dinas PU 
Bina Marga dan 

Tata Ruang Sumsel 2016 ini menuturkan, 
untuk menjadi seorang kepala daerah harus 
paham karakter wilayah sehingga tahu in-
frastruktur yang akan dibangun di kawasan 
tersebut.

Kedua, paham dengan strategi anggaran. 
Kalau APBD itu bukan untuk kepentingan 
politik tapi harus untuk rakyat. Kemudian 
mengerti tentang kekuatan APBN yang bisa 
diserap ke daerah sehingga tidak hanya 
mengandalkan keuangan daerah saja.

“Nah kita juga harus paham soal soal lobi 
untuk mendapatkan dana APBN itu. Ada 
dana DAU, DAK, dana bagi hasil, banyak 
sekali,” terang Ketua Bapilu Partai Nasdem 
ini.

Ketiga harus mampu mengelola sumber 
daya alam di Kabupaten Muara Enim. Kabu-
paten ini sangat kaya dengan sumber alam 
tinggal mengatur bagaimana mengaturnya 
sehingga bisa dinikmati masyarakat bukan 
segelintir orang.

Dimana kekayaan sumber alamnya 
tertinggi kedua di Sumsel namun angka 
kemiskinannya sangat tinggi melebihi angka 
provinsi. Artinya ada yang salah dalam pen-
gelolaannya.

“Sekarang ini coba kita lihat, Muara Enim 
jadi daerah tertinggal kalah dari Kota Prabu-
mulih dan daerah lainnya. Padahal dulu ka-
bupaten ini selalu jadi percontohan. Insya 
Allah kita akan bangun Muara Enim lebih 
lagi ke depan,” ucap Ketua Fraksi Partai 
Nasdem DPRD Sumsel tersebut.

Sementara strategi yang akan ditawar-
kan adalah mensinergikan pembangunan 
nasional dengan daerah sehingga berjalan 
sesuai arahan dari Presiden melalui Menteri 
dan Kementrian.

Sebab daerah yang berhasil dalam pan-
dangan pemerintah pusat adalah mereka 
mampu bersinergi dengan program pem-
bangunan nasional.

Sementara beberapa kader Partai Nas-
dem menilai sosok Syamsul Bahri adalah 
seorang politisi yang cukup loyal terhadap 
partai dan pekerjaannya.

Sebagai Sekretaris Partai Nasdem Sum-
sel, ia berperan penting dalam mengorgani-
sir dan memajukan partai di wilayah terse-
but.

“Syamsul Bahri yang saya kenal merupa-
kan sosok yang mempunyai loyalitas dan 
dedikasi yang tinggi dalam berorganisasi 
dan sangat menghargai perbedaan pen-
dapat serta luwes atau fleksibel dalam per-
gaulan,” terang Zain Ismed, rekan sejawat 

partai. 
Dimana dibalik penampilan-

nya yang sederhana, dia selalu 
tuntas dalam melaksana-

kan tugas  serta mem
punyai jiwa kepem-

impinan yang 
m u m p u n i .
lRDR

Zain Ismed

“Syamsul Bahri yang saya kenal meru-
pakan sosok yang mempunyai loyalitas 
dan dedikasi yang tinggi dalam ber-
organisasi dan sangat menghargai 
perbedaan pendapat serta luwes atau 
fleksibel dalam pergaulan”
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seperti kebebasan pers, kebebasan 
mengemukakan pendapat dan lainnya. 
Jika pemimpin bersifat seperti itu, akan 
menjadi bom waktu seperti saat Soeharto 
dilengserkan oleh masyarakat di tahun 
1997-1998.

Lalu sosok Anies Baswedan dinilainya 
kurang pas menjadi seorang pemimpin 
negara, karena pengalaman jadi Guber-
nur DKI Jakarta lalu, banyak program 
yang belum dijalankan. 

Anies Baswedan juga dinilai gagal 
menjadi Menteri Pendidikan, sehingga 
di-reshuffle karena tidak bisa membawa 
pendidikan menjadi lebih baik lagi untuk 
Indonesia.

Isu agama juga melekat di pencitraan 
Anies Baswedan dan hal itu seharusnya 
tidak digunakan dalam berbagai kontes-
tasi Pemilihan Umum (Pemilu). Karena isu 
agama sangat berbahaya dan memecah 
belah kesatuan dan persatuan bangsa.

Ganjar dan Prabowo
Jika Ganjar Pranowo dipasangkan 

dengan Prabowo Subianto, akan ada 
penetralitas pemimpin, apalagi Ganjar 
Pranowo disukai kaum milenial. 

Ketika Ganjar dan Prabowo bergabung, 
tergantung kebijakan dari partai koalisi 
yang menentukan. Mereka siap apapun 
yang diperintahkan oleh partai koalisi ter-
masuk menyatukan pemerintahan otoriter 
dan demokrasi.

“Dia (Ganjar Pranowo) sangat terbuka 
dan untuk semua kalangan, demokrasinya 
terbuka.

Orangnya tidak emosional, 
santun, peduli ling-

kungan dan per-
masalahan di 
masyarakat. Dia 
sangat tangguh 
saat memimpin 

Jateng. Mung-
kin Ganjar 
P r a n o w o 
a d a l a h 

INFO
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Di daerah, ada pandangan ber-
beda dari para kader partai ter-
hadap sosok Anies Baswedan, 
Ganjar Pranowo, dan Prabowo 

Subianto.
Para kader-kader hingga calon leg-

islatif (caleg) partai juga sudah menyu-
arakan capres yang diusung ke kalangan 
masyarakat, mulai dari rekam jejak positif 
para capres hingga program apa saja 
yang bisa membuat masyarakat jatuh cin-
ta dengan capresnya.

Ketua Kota Palembang Relawan Jar-
ingan untuk Rakyat Ganjar Nasional (Ju-
ragan) Rizky Pratama Saputra bersama 
kader PDI Perjuangan di Sumatera Se-
latan sudah menyuarakan program-pro-
gram yang disampaikan ke masyarakat.

Caleg daerah pemilihan (dapil) VI 
wilayah Kertapati, Jakabaring dan Se-
berang Ulu (SU) I Palembang ini berkata, 
berdasarkan hasil survey dari lembaga 
survei di Indonesia, Ganjar

Pranowo menempatkan ranking per-
tama dari beberapa capres.

“Sekarang kita menunggu instruksi dari 
Ketua Relawan Nasional, menggerak-
kan sosialisasi tentang stiker dan 
program Ganjar Pranowo. Program 
Ganjar yang disampaikannya 
pada saat nanti ketika mendaf-
tarkan diri bersama calon wakil 
presiden (cawapres) dan akan 
meneruskan program Presiden 
Joko Widodo,” ucapnya.

Di matanya, sosok Prabowo 
Subianto sendiri nilainya merupa-
kan pribadi yang otoriter.

Indonesia sendiri membutuh-
kan pemimpin yang tidak otoriter. 
Karena Indonesia sudah pernah 
dipimpin oleh kepala negara yang 
diktator selama 33 tahun.

Ke depannya, dia tidak ingin In-
donesia dipimpin lagi dengan 
presiden yang bersifat 
otoriter.

Karena, ke-
b e b a s a n 
demokrasi di 
I n d o n e s i a 
akan ter-
b e l e n g -
g u , 

penerus dari Jokowi,” ucapnya.
Namun dia tidak mendukung jika Gan-

jar Pranowo disandingkan dengan Anies 
Baswedan, walaupun Anies Baswedan 
sudah menggandeng Muhaimin Iskandar 
atau dikenal dengan nama Cak Imin.

Ketua Bidang Media DPW Partai Per-
indo Sumsel Sonny Kushardian yang juga 
caleg Partai

Perindo dapil VI Kecamatan Talang 
Kelapa Banyuasin mengatakan, Partai 
Perindo mempunyai visi misi dan ideologi 
yang sesuai dengan capres yang diusung.

Untuk merebut hati masyarakat, be-
berapa program yang sudah dijalankan 
menyasar ekonomi kerakyatan dan kes-
ehatan. Mulai dari pembinaan untuk Us-
aha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), 
berobat gratis, fogging, bakti sosial, suna-
tan massal dan lainnya.

Dia juga menilai capres Prabowo Subi-
anto sebagai seorang negarawan yang 
patriotik dan orang yang baik. Namun jika 
disandingkan dengan Ganjar Pranowo, 
pasangan itu sangat cocok untuk mem-
bangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. 

Dia juga tak menampik adanya koordi-
nasi dengan Anies Baswedan saat pen-
calonan sebagai Capres-Cawapres di Pil-
pres 2024 nanti.

“Kalau bareng Prabowo Subianto, kita 
mendukung. Tapi Ganjar Pranowo lebih 
cocok jadi

capres, karena usia yang muda, en-
ergik sedangkan usia Prabowo Subianto 
lebih tua dan tidak lagi energik untuk mel-
akukan berbagai aktivitas kenegaraan,” 
ucapnya.

Peluang Poros Baru
Berbeda disampaikan Suardi, kader 

Partai Golkar yang juga menyalonkan diri 
sebagai caleg di Dapil Sumsel 3 daerah 
pemilihan (dapil) Kabupaten Ogan Ilir dan 
OKI Sumsel.

Dia malah lebih mendukung Ketua 
Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto 
yang juga menjabat sebagai Menteri Koor-

dinasi (Menko) Bidang Perekonomian 
untuk jadi Capres.

Apalagi ada per-
mohonan ke 

Permana

SOSOK 3 CAPRES DI MATA KADER DAERAH
Mahkamah Konstitusi (MK) untuk batas 
usia capres di bawah 72 tahun. Jika dilolo-
skan, berkemungkinan Prabowo Subianto 
tidak lolos dalam syarat utama capres.

“Jadi cawapres juga tidak masalah. 
Saya secara pribadi masih mengunggul-
kan ketua saya tapi apapun perintah partai 
saya, tetap mengikutinya,” ungkap Wakil 
Ketua 1 Sayap Partai (Wirakarya) Partai 
Golkar Sumsel ini.

Dia pun mempunyai pandangan sendi-
ri tentang sosok Ganjar Pranowo dan 
Prabowo Subianto. Kedua capres terse-
but belum terlihat keunggulannya, walau 
sudah menjabat sebagai Menhan dan Gu-
bernur Jateng.

Kinerja Prabowo Subianto menjadi 
Menhan dan Ganjar Pranowo sebagai Gu-
bernur Jateng, belum terlihat keunggulan-
nya. Terlebih Ganjar Pranowo yang belum 
mampu meningkatkan angka perekono-
mian di Jateng.

Begitu juga dengan Prabowo di Men-
han, keamanan di Indonesia dirasanya 
sedang tidak baik-baik saja. Apalagi men-
cuat penggusuran masyarakat di Pulau 
Rempang Batam jelang Pemilu 2024 men-
datang.

Aktivis 1998 ini juga menilai sosok 
Anies Baswedan yang pernah menjabat 
sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak terlalu 
bagus. Baik dalam meningkatkan ekonomi 
maupun pembangunan di ibu kota. Ditam-
bah lagi banyak isu agama yang dimain-
kan oleh rombongan Anies Baswedan.

Pengamat Kebijakan Publik Sumsel 
Permana menuturkan, sampai saat ini 
masih adanya tarik-menarik antar-capres.

Apalagi yang sudah mendeklarasikan 
diri, belum tentu diloloskan oleh Komisi 
Pemilihan Umum (KPU). Baik pasangan 
Anies Baswedan-Cak Imin yang sudah 
deklarasi maupun yang belum menemu-
kan pasangannya.

Namun diprediksi Pilpres 2024 men-
datang tidak mengkhawatirkan seperti di 
Pilpres 2019 lalu. Tidak ada lagi namanya 
‘cebong’ dan ‘kampret’ dan masyarakat 
saat ini sudah berpikir secara nalar sehat.

“Kalau untuk poros baru sangat me-
mungkinkan, apalagi ada empat 

nama capres. Tai secara 
pengamatan politik, itu 
tidak mungkin. Karena 

jika ada 4 pasangan, 
kemungkinan terjadi 
dua putaran pemilihan 
meski biaya Pemilu 
akan lebih besar,” 
ujarnya.lRDR

Sosok tiga calon pres-
iden (capres) yang akan 

maju di Pemilihan Pre
siden (Pilpres) 2024 men-

datang, mempunyai ke-
unggulan dan kelemahan 

masing-masing di mata 
para kader partai.

“Kalau untuk poros baru sangat memung-
kinkan, apalagi ada empat nama capres. 

Tapi secara pengamatan politik, itu tidak 
mungkin. Karena jika ada 4 pasangan, ke-
mungkinan terjadi dua putaran pemilihan 

meski biaya Pemilu akan lebih besar”



Minggu IV l September 2023

14
INFO						   
DAPIL

Massuryati

MENDENGAR ASPIRASI DEMOKRASI 
PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

Meski bekerja di luar 
negeri namun pekerja 
migran Indonesia juga 

memiliki hak suara 
yang sama dalam me-

nentukan pilihan di 
Pemilu 2024. Secara 
umum pelaksanaan 

demokrasi di luar neg-
eri tidak ada masalah 
karena semua sudah 
dikoordinir Konsulat 

Jenderal Republik In-
donesia (KJRI) di luar 

negeri.

Namun ada banyak harapan 
yang disampaikan para pekerja 
migran di Pemilu 2024 terutama 
pada Presiden RI kedelapan 

nanti. 
Pekerja Migran Hongkong Ency meng

ungkap Pemilu Indonesia tetap 
bisa dijalankannya di Ne-
gara Hongkong selama 
dia bekerja. Ketika itu 
Pemilihan Presiden 
(Pilpres) pada ta-
hun 2019 di era 
Joko Widodo 
s e b a g a i 
c a p r e s 
d a n 
M a r u f 
A m i n 
s e -
b a g a i 
cawapres.

“Pemilihan di 
Hongkong bisa 
kok, saat itu pe-
milihan Pres-
iden Jokowi 
saya bisa 
n y o b l o s , ” 
kata dia.

Ency ber
kata dia su-
dah bekerja 
selama 6 
t a -

gan via SMS lagi.
“Harapan saya untuk Presiden yang 

terpilih nanti bisa mengayomi kami para 
pekerja migran di luar negeri. Seperti tidak 
dipersulit apabila ingin pulang dan apabila 
ada kasus disini kami dilindungi,” harap 
dia.

Namun cerita pekerja Migran Hongkong 
Rosy berbeda dari Ency. Dia mengaku 
juga mencoblos di Pilpres tahun 2019 den-
gan langsung mendapatkan undangan via 
SMS dari Konsulat Jenderal Republik In-
donesia atau KJRI.

“Informasi Pilpres dari televisi terus 
untuk mencoblos dapat undangan lewat 
SMS dari KJRI. Kalau kerja di Hongkong 
saya sudah 7 tahun,” kata Rosy.

Rosy menjelaskan, ketika mencoblos di 
Hongkong lebih susah dibandingkan men-
coblos di Indonesia karena banyak migran 
Hongkong asal Indonesia berkumpul di 
satu tempat.

“Cara nyoblosnya sama seperti di Indo-
nesia ada bilik dan sebagainya. Bedanya 
disini lebih susah pengawasannya lebih 
ketat terus antriannya bisa seharian full 
karena ramai sekali,” pungkasnya

Cerita lain disampaikan pekerja Migran 
Taiwan Merry yang mengaku dia tidak 
bisa mencoblos di Pilpres tahun 2019 lalu. 
Diduga dia tidak terdaftar sebagai pemilih 
di negara tempatnya bekerja.

Hal itu karena data dirinya masih 
terdata di Indramayu, Jawa 
Barat. Ketika Pilpres dia 
mendapatkan kabar dari 

rumahnya ada un-

dangan mencoblos.
“Tentunya saya tidak bisa untuk pulang 

dan akhirnya tidak mencoblos,” kata Mer-
ry.

Merry juga tidak tahu kenapa bisa 
seperti itu. Dia menyebutkan saat itu dia 
bekerja sebagai Migran di Singapura dan 
sekarang dia pindah ke Taiwan.

“Saya juga tidak tahu penyebabnya apa 
bisa data saya masih ada di Indonesia. 
Saya sudah kerja hampir 9 tahun di luar 
negeri. Saat pemilihan itu saya di Sin-
gapura dan sekarang kerja di Taiwan baru 
2 tahun,” jelasnya.

Dia berharap Pilpres pada Pemilu 2023 
bisa memilih dan mendapatkan undangan 
dari Kedutaan Besar Republik Indonesia 
(KBRI) atau dari Konsulat Jenderal Re-
publik Indonesia (KJRI).

“Untuk Presiden nanti yang terpilih hara-
pan kami para pekerja di luar negeri pasti 
sama minta lebih diperhatikan lagi. Karena 
kalau ada masalah apapun pastinya kita 
membutuhkan bantuan dari negara sendiri 
(Indonesia) tidak mungkin minta bantuan-
nya dari negara disini (Taiwan),” harapnya

Sementara itu Koordinator Divisi 
Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan 
Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumsel 
Massuryati mengatakan, pekerja migran 
di luar negeri untuk mendapatkan hak 
suara harus mengajukan pindah memilih 
dari yang semula di Indonesia kemudian 

pindah keluar negeri.
“Pemilih yang akan atau telah 
pindah memilih keluar neg-
eri dapat langsung datang 
ke KPU kabupaten kota, 
PPK, PPS daerah asal atau 
PPLN (Panitia Pemilih Luar 
negeri) daerah tujuan. Se-
mentara untuk metode pe-
mungutan suaranya dapat 
melalui pemungutan su-
ara di TPS LN, pemungu-
tan suara melalui kotak 
suara keliling dan pe-
mungutan suara mela-
lui pos,” jelasnya.

Dijelaskannya un-
tuk pengawasan 

pemilu di luar 
n e g e r i 

s e n d i r i 
d i l a k -
s a n a -
k a n 
o l e h 

P a n i t i a 
P e n g a -

was Pemilu 
Luar Negeri.
“Selanjutnya 

disebut Panwa-
slu luar negeri 
adalah petugas 
yang dibentuk 
oleh Bawaslu 
untuk mengawasi 
penyelenggaraan 
Pemilu di luar neg-

eri,” pungkasnya.
lRDR

hun di Hongkong sebagai pengasuh balita 
dan telah berganti majikan berkali-kali. 

Dia bercerita proses hingga bisa men-
coblos di dapatkannya bukan dari undan-
gan. Setiap kali akhir pekan para pekerja 
migran di Indonesia piknik atau berkumpul 
di suatu tempat untuk bertemu teman se-
jawat dan ngobrol santai.

“Ada orang yang mendatangi kami dan 
bertanya apakah sudah mendaftar untuk 
mencoblos presiden. Tetapi saya tidak 
tahu jelas itu petugas dari kedutaan atau 
panitia Pemilu yang jelas sama orang In-
donesia juga. Lalu saya daftar disuruh 
menuliskan nama, nomor telepon dan no-
mor KTP Hongkong,” jelasnya.

Selanjutnya bekelang beberapa hari 
Ency mendapatkan SMS untuk berkumpul 
dan melakukan pencoblosan. Ketika da-
tang disana sudah ada ratusan migran di 
Hongkong lainnya untuk melakukan pen-
coblosan. 

“Ramai sekali kita antri dan mencoblos 
ada sekitar 300 orang. Setelah itu saya 
pulang dari pencoblosan, sama seperti di 
Indonesia tangan kita juga dikasih tinta,” 
jelasnya.

Di Pemilu 2024 ini, Ency juga akan men-
yalurkan hak suaranya untuk ikut menen-

tukan Presiden Indonesia. 
Dia juga kembali akan 

mendatangi tempat li-
buran migran di Hong-
kong untuk menda-
p a t k a n 
undan-

“Pemilih yang akan atau telah pindah 
memilih keluar negeri dapat langsung 
datang ke KPU kabupaten kota, PPK, 
PPS daerah asal atau PPLN (Panitia 
Pemilih Luar negeri) daerah tujuan” 



Minggu IV l September 2023

15

tidak adanya perhatian dari pemerintah,” 
ujarnya.

Aspirasi juga disampaikan oleh komu-
nitas olahraga sepakbola yang berharap 
ada keseriusan dari pemerintah untuk 
membenahi sistem pengelolaan  sepak-
bola Indonesia.

Dewan Pembina Singamania, fansclub 
Sriwijaya FC (SFC), Ariyadi Eko Neori, 
menuturkan, pemerintah ke depan harus 
lebih tegas dalam menuntaskan mafia 
bola. Apalagi, dia melihat sendiri adanya 
indikasi mafia bola saat Sriwijaya FC ber-
laga di Liga 2 di Bali pada 2019.

Mafia bola dirasakannya sangat meng-
hambat perkembangan persepakbolaan 
Indonesia. Diduga adanya settingan 
pemenang di setiap laga di Liga Indone-
sia yang sangat menghantui para pemain 
sepakbola dan pendukungnya.

“Kasihan para pemain sepakbola, latihan 
tiap hari, capek, akhirnya wasit sudah me-
nentukan siapa yang menang karena ma-
fia bola, bukan karena hasil pertandingan. 
Kami juga sebagai pendukung tim bola san-
gat kecewa dengan ketidaktegasan dalam 
menuntaskan mafia bola. Presiden terpilih 
nanti harus benar-benar serius menghapus 
jaringan mafia bola ini,” ucapnya.

Wadah Pelaku Seni
Hal senada juga disampaikan Ketua 

Kelompok Penyanyi Jalanan (KPJ) Palem-
bang, Masagus Leonard Arief (47). Dia 
mengatakan, anggota KPJ bukan murni 
gembel seperti pandangan orang-orang. 
Walau penyanyi jalanan, banyak yang su-
dah berkarir di berbagai bidang dengan 
jabatan penting dan pendidikan tinggi.

Ada banyak yang ingin 
disampaikan ke 
pemerintah agar 
komunitas-ko-
munitas sep-
erti mereka 
bisa berkem-
bang dan 
tidak ada 
lagi diskrimi-
nasi. Pemer-
intah daerah 

INFO
DAPIL

Masyarakat yang tergabung 
dalam berbagai komunitas di 
Sumatera Selatan menyam-
paikan aspirasi dan harapan-

nya untuk presiden kedelapan yang bisa 
mengubah hal-hal yang tidak pernah dilirik 
atau terabaikan.

Dari basis ekonomi, ada banyak kere-
sahan yang dialami oleh para pengemudi 
ojek online yang menaruh harapan peru-
bahan yang akan dilakukan presiden ke-
delapan nantinya untuk mengubah nasib 
mereka.

Darmawan (43), mantan Ketua dan ang-
gota Driver Ojek Online Masjid (DOOM) 
Palembang menyampaikan aspirasinya 
agar bisa didengar oleh pemerintah ke 
depan.

Menurutnya, kondisi perekonomian 
pengemudi ojol saat ini jauh dari kata lay-
ak. Perubahan kebijakan dari perusahaan 
transportasi online membuat para penge-
mudi ojol yang menggantungkan nasibnya 
di menjadi kebingungan dengan masa de-
pannya nanti.

Kebijakan baru dari perusahaan trans-
portasi online membuat penghasilan mere-
ka jauh dari kata layak. Biasanya, para 
pengemudi ojol di Palembang bisa menda-
patkan Rp300-500 ribu per harinya. Bah-
kan, ada yang rela meninggalkan pekerjaan 
dengan gaji di atas UMR Sumsel demi men-
jadi pengemudi ojol dengan penghasilan 
yang menggiurkan.

Dengan kebijakan baru tersebut, para 
pengemudi ojol kini hanya mendapatkan 
penghasilan sekitar Rp30-50 ribu per hari 
yang tidak bisa memenuhi kebutuhan seha-
ri-hari.

Di tengah kesulitan mendapatkan 
penghasilan yang layak, pekerjaan se-
bagai ojol juga berisiko tinggi dan men-
gancam keselamatan. Ditambah lagi 
persaingan yang sudah tidak sehat 
antar-perusahaan jasa transpor-
tasi online membuat para ojol 
menjerit.

“Kami berharap kepada 
kepala negara ke depan yang 
terpilih, harus lebih memikirkan 
masyarakat dari kalangan me-
nengah ke bawah. Kebijakan 
pemerintah harus lebih diperte-
gas, terutama untuk perusahaan 
jasa transportasi online. Jangan 
sampai, usaha kami untuk men-
gais rezeki jadi sia-sia dengan 

saat ini diakuinya sudah memberi ruang 
untuk mereka berkarya. Namun, ada ber-
bagai hal yang harus diperhatikan oleh 
pemerintah, seperti keterbatasan ruang 
publik untuk berkarya.

“Ruang publik untuk kita berekspresi 
terbatas, kalau kita di jalan seolah bikin 
resah. Kita termasuk kaum termarjinalkan 
dan ingin keluar dari kata termarjinalkan. 
Karya kami termarjinalkan karena belum 
tahu tempatnya untuk menampung karya 
seni kami. Harusnya diberi spot untuk 
berkarya. Jangan ada lagi para pengamen 
diusir atau dikejar-kejar instansi pemerin-
tah saat mengamen,” katanya.

Salah satu ruang berkarya yang dihara-
pkan seperti pasar seni yang strategis, 
yang bisa menjadi tempat para penga-
men jalanan berkarya dan bisa dinikmati 
oleh masyarakat luas. Sehingga tidak ada 
lagi diskriminasi yang kerap dialami oleh 
pengamen jalanan.

Untuk presiden terpilih nantinya, Loedy 
berharap akan banyak program kebudayaan 
yang bisa menggandeng pengamen jalanan 
untuk berkarya. Karena pekerja seni di tiap 
daerah adalah aset negara.

“Kesenian dan kebudayaan harus men-
jadi aset yang sangat bisa 

mengun tung -
kan. Pelaku 

seni adalah 
aset yang 
bisa me-
nambah 
inc ome 
daerah, 
l e b i h 
d i b e r -
dayakan 

d a n 

Dina Aryani

SUARA KOMUNITAS UNTUK 
PRESIDEN KEDELAPAN

dilindungi hak kesenian dan kebudayaan, 
karena saat ini belum ideal,” ungkapnya.

Dina Aryani merasakan keresahan para 
komunitas di Sumsel. Sebagai calon ang-
gota legislatif (caleg) dari Partai Keadilan 
Sosial (PKS) Dapil 2 DPRD Palembang 
yang juga anggota KPJ Palembang berujar, 
sudah banyak perubahan dari pemerintah 
yang lebih memperhatikan para seniman 
Palembang walaupun belum maksimal.

Dina Tanjung, sapaannya mengakui, 
banyak karya seni para seniman di Palem-
bang yang tidak kalah berkualitas dari karya 
seni daerah lain. Namun, harus ada wadah 
dan peluang yang lebih besar diberikan ke 
para musisi dan pelaku usaha lainnya di 
Palembang agar bisa berkembang.

“Kalau secara global, pemerintah harus 
terus melakukan perbaikan. Tak hanya 
dari segi seni, tapi dalam hal kesejahter-
aan, perekonomian dan pendidikan. Tiga 
pilar pokok itu yang harus kita bereskan. 
Jika tiga pilar itu sudah berjalan menuju 
ke arah yang lebih baik, nanti seni dan bu-
daya akan mengikuti,” ucapnya.

Mantan penyiar radio yang kini men-
jabat sebagai manager marketing peru-
sahaan air mineral kemasan ini pun ingin 
menjadi perantara aspirasi komunitas jika 
terpilih menjadi anggota dewan di Pileg 
2024. Seperti memberikan ruang dan 
kesempatan bagi para pelaku seni atau 
pelaku usaha lainnya tanpa menunggu 
momen-momen penting.

“Harus ada yang naik ke atas (ke par-
lemen) dan menjadi jembatan, mengako-
modir komunitas, terutama yang masih 
termarjinalkan. Bagaimana teman-teman 
dari berbagai komunitas yang perekono-
miannya masih di bawah, bisa mendapat-
kan kesempatan untuk mengembangkan 
diri,” ujarnya.

Dia juga terus menyemangati para 
pegiat komunitas di Sumsel agar 

tidak berhenti berkarya dengan 
segala keterbatasan. Dia 

mencontohkan pengala-
mannya yang bisa me-
nyelesaikan kuliah S-1 di 

Stisipol Candradimuka 
Palembang dari hasil 
mengamen pada 
1999.lRDR	

Ada banyak harapan dari 
masyarakat Indonesia 

kepada calon presiden, 
calon kepala daerah, 

dan calon anggota le
gislatif di Pemilu 2024. 

Pemenang Pemilu 2024 
diharapkan bisa mem-
bawa perubahan yang 
menguntungkan bagi 

masyarakat.

“Harus ada yang naik ke atas 
(ke parlemen) dan menjadi 
jembatan, mengakomodir 
komunitas, terutama yang 

masih termarjinalkan”
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Wacana Mahkamah 
Konstitusi (MK) memper-

bolehkan kampus atau 
Universitas menjadi loka-
si kampanye Pemilu 2024 

sepertinya tidak akan 
terlaksana di Sumatera 

Selatan (Sumsel).

Hal itu disebutkan akan meng-
ganggu ketentraman civitas 
akademika yang khusyuk 
dalam melakukan proses be-

lajar mengajar. Terlebih lagi nilai inde-
pendensi dunia pendidikan dinilai akan 
tercoreng oleh politik praktis.

Wakil Rektor (WR) III Universitas 
Muhammadiyah Palembang (UMP) 
Mukhtarudin Muchsiri mengatakan, 
pihaknya menolak karena tidak ingin ma-
hasiswa dan mahasiswi UMP ikut terlibat 
dalam dunia politik.

“Tentunya sangat mengganggu kalau 
ada praktek kampanye seperti itu sampai 
digelar di kampus. Pastinya menggang-
gu mahasiswa, mahasiswi dan dosen 
untuk belajar. Bagaimana waktu mereka 
harus belajar bukan untuk ikut kegiatan 
kampanye yang dilakukan partai politik 
atau calon,” kata dia.

Diakuinya keputusan UMP tegas me-
nolak adanya kampanye masuk kampus 
sangat jelas. Dimana berdasarkan 
keputusan pimpinan tertinggi 
Muhammadiyah pusat juga 
memberikan arahan untuk 
melakukan penolakan.

“UMP adalah amal usaha 
dari Muhammadiyah kita 
tentunya juga menjalan-
kan perintah dari Muham-
madiyah. Kami sudah men-
dapatkan surat edaran dari 
Pimpinan Pusat (PP) Muham-
madiyah untuk menolaknya,” 
tegasnya.

Menurutnya mahasiswa 
dan mahasiswi adalah kaum 
muda dan generasi 

bangsa yang harus diberikan edukasi 
di kampus. Kondisi itu menjadi beban 
universitas memberikan asupan yang 
berkualitas kepada para mahasiswa dan 
mahasiswinya.

“Jadi begini mahasiswa dan mahasiswi 
itu tugasnya belajar. Mereka juga masih 
labil karena berjiwa muda orang yang su-
dah dewasa saja kalau berpolitik terpec-
ah belah. Kami tidak mau adanya kam-
panye bisa membuat mahasiswa dan 
mahasiswi kami ikut berkonflik sesama 
mahasiswa nantinya,” jelasnya.

Penolakan itu juga terjadi di Universi-
tas Sriwijaya (Unsri), meskipun mereka 
tidak melakukan penolakan keras seperti 
yang dilakukan UMP. Pihak UNSRI tidak 
akan memberikan izin kepada partai poli-
tik (Parpol), kader partai dan para calon 
Pemilu 2024 menginjakan kakinya di 
kampus Unsri.

Humas Universitas Sriwijaya (Unsri) 
Arief Alkahfi mengatakan, secara jelas 
pihaknya belum melakukan rapat dan 
keputusan pasti untuk menolak. 
Tetapi secara tegas tidak 
akan memberikan ru-
ang untuk kampusn-
ya dijadikan tempat 
kampanye.

“Tidak ada 
keputusan ka-
rena masih tahun 
depan Pemilu 
jadi kami belum 
ada rapat. Tetapi 
jelas untuk kam-

panye di kampus tidak bisa sembaran-
gan,” jelasnya.

Arief menilai apabila pihak Parpol me-
layangkan surat izin tempat perihal kam-
panye di Unsri dia tidak melarang. Apa-
bila ada Parpol yang memiliki niat untuk 
berkampanye.

“Kalau mau memasukan surat izin tem-
pat kampanye di kampus silahkan saja. 
Tetapi tentunya tidak belum tentu kami 
izinkan. Kalau mereka mau kampanye di 
luar kampus kami persilahkan. Kalau di 
dalam kampus tidak bisa,” tegasnya.

Kondisi itu juga dinyatakan oleh Uni-
versitas Sumatera Selatan (USS) tidak 
secara terang-terangan menolak. Na-
mun secara teknik sepertinya tipis-tipis 
ikut melakukan penolakan namun tidak 
berani secara tegas.

Wakil Rektor (WK) II Universitas Su-
matera Selatan (USS) Rabin Ibnu Zainal 
menyatakan, secara pribadi menolak 
adanya praktek politik praktis ada di 
kampusnya.

“Secara pribadi saya meno-
lak,” tegasnya.

Namun dia menutur-
kan apakah diper-

bolehkan atau 
tidak pihaknya 

masih dalam proses pembahasan. Ka-
rena apabila MK sudah memberikan izin 
mereka khawatir akan bermasalah kede-
pannya.

“Karena sudah ada keputusan MK art-
inya sudah ada aturan dan patokannya. 
Kami akan bincangkan dahulu keputu-
san pastinya nanti. Soalnya masih satu 
tahun lagi dan akan kita rapatkan dulu,” 
jelasnya.

Menurutnya pihaknya bisa saja nantin-
ya memberikan izin namun dengan be-
ragam catatan besar yang harus diikuti 
oleh Parpol ingin berkampanye di kam-
pusnya.

“Saya belum baca jelas aturan dari 
MK, namun asal mereka kampanye tidak 
berpolitik dan masih bersifat edukasi 
kemungkinan kami persilahkan. Intinya 
kami masih pelajari terlebih dahulu ta-
kutnya nanti ada kesalahan kedepan-
nya,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua KPU Sumatera 
Selatan (Sumsel) Amrah Muslimin men-
yatakan, keputusan MK itu mutlak sama 
seperti bisa mengharamkan sesuatu 
yang halal.

Namun meskipun kampanye di kam-
p us sudah halal alias diperbolehkan 

oleh MK tetapi sifatnya tidak 
mutlak. Kondisi itu disebut-

kannya hanya memperbole-
hkan bukan juga keharu-

san.
“MK hanya memper-

bolehkan bukan di-
haruskan kampanye di 
kampus. Kalau sean-
dainya pihak kampus 
menolak mereka 
tidak boleh kam-
panye. Sama sep-
erti kita melakukan 
kegiatan harus izin 
tempat. Seandain-
ya tempat itu tidak 
memberikan izin 
yang tidak boleh,” 
tegasnya.lRDR

Amrah Muslimin

“MK hanya memperbolehkan bukan 
diharuskan kampanye di kampus. 
Kalau seandainya pihak kampus 
menolak mereka tidak boleh kam-
panye. Sama seperti kita melakukan 
kegiatan harus izin tempat”
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PEMIMPIN SEKARANG DAN NANTI
Di era kepemimpinan 

Presiden Joko Widodo 
(Jokowi), berbagai anca-
man kerusakan lingkun-
gan kerap terjadi di ban-
yak daerah di Indonesia. 

Mulai dari kebakaran 
hutan dan lahan (Karhut-
la), banjir bandang, tanah 
longsor hingga alih fung-

si hutan menjadi lahan 
pertambangan.

Di Sumatera Selatan yang men-
jadi sorotan penting adalah keba-
karan hutan dan lahan (Karhutla) 
yang terus- menerus menghantui 

masyarakat Sumsel. Dampak dari Karhutla 
pun mengancam hajat hidup orang banyak, 
termasuk perekonomian dan kesehatan.

Pengamat lingkungan dari  Fakultas Per-
tanian Universitas Sriwijaya (Unsri)  Yulian 
Junaidi mengatakan, persoalan mendasar 
yang tidak diatasi di Sumsel adalah tata 
guna lahan. 

Banyak wilayah yang seharusnya tidak di-
gunakan, namun dibuka untuk kepentingan 
personal dan perusahaan. Seperti kawasan 
gambut dan lahan-lahan yang terlantar 
menjadi lokasi Karhutla.

“Lalu soal sosial dan partisipasi 
masyarakat. Banyak program-program sep-
erti Badan Restorasi Gambut (BRG) yang 
kurang partisipatif ke masyarakat. Mereka 
hanya melihat persoalan yang didesain 
dari atas saja. Dirumuskan oleh mereka 
yang ada di perkotaan, ahli di perkotaan 
yang tidak memahami di pedesaan, adanya 
orang-orang kuat yang sering mengambil 
kesempatan di tengah pembangunan seka-
rang,” ucapnya.

Mereka biasanya bekerja sama dengan 
pelaku pembangunan, termasuk pelaku 
ekonomi yang berinvestasi di pedesaan. 
Jika ada upaya membangun ekono-
mi dan menyelesaikan kemiski-
nan di pedesaan, itu hampir tidak 
pernah terjadi.  

Dia melihat Karhutla di Sum-
sel tidak mungkin karena fak-
tor alam, pasti sumber apinya 
dari manusia. Namun per-
soalan ini tidak bisa dilihat 
per orang saja, tapi dilihat 
dari kesalahan suatu sis-
temnya. 

Hal tersebut 
berkaitan dengan 
tata kelola, peren-
canaan, kepemilikan 
dan problem yang ada di 
sekitar lahan. Ada juga prob- l e m 
kemiskinan dan pembangunan yang bias 
dengan perkotaan.

“Di tengah kemiskinan masyarakat, ada 
entropi sosial yakni satu problem sosial 
yang dipicu aspek psikologis, ekonomi, 

ekologi dan aspek kultural. Misalnya as-
pek psikologis, kehadiran investasi yang 
menimbulkan kesenjangan, investasi tidak 
berdampak bagi kaum miskin, kecembu-
ruan sosial yang akhirnya memicu tindakan 
iseng, seperti melempar puntung rokok dan 
lainnya,” ucapnya.

Kutukan Sumber Daya Alam
Beberapa dugaan, pihak perusahaanlah 

yang membakarnya karena kebakaran hu-
tan adalah cara yang paling murah untuk 
membuka lahan. Tidak harus menggunakan 
alat berat, penebangan, menebar pestisida 
untuk membunuh rumput-rumput, cukup 
dengan korek api

saja.
“Karhutla pasti akan terjadi jika sistem 

tidak benar dan selama ini mengatasi 
masalahnya dengan cara parsial, karena 
adanya sistem yang salah. Sistem ini bisa 
saja sistem yang tidak adil dan tidak taat 
pada prinsip pengelolaan lingkungan yang 
baik. Sistem inilah yang harus dikelola 
dengan baik, tidak cukup dengan tangkap 
sana sini, tidak cukup dengan membentuk 
Masyarakat Peduli Api (MPA). Penyelesa-
iannya harus tematik, holistik, integratif dan 
sistemik,” ujarnya.

Dia juga sulit berharap pada politisi, kare-
na hanya menampilkan gimmick politik yang 
seolah peduli lingkungan dan kemiskinan. 

Masyarakat Indonesia meng-
inginkan pemimpin 

yang
bersungguh-

sungguh ingin 
m e n g a t a s i 
problem terse-
but. Karena 
dampaknya 
sangat be-
sar, termasuk 
soal sosial, 
ekonomi dan 

kesehatan.
“Harus diuji dulu komitmen dari calon-

calon presiden, ditelusuri track record-nya, 
ada tidak peduli lingkungan, apakah dia 
punya gagasan yang sejati menjadi bagian 
dari komitmen pribadi dia. Kita ingin mencari 
pemimpin sejati yang sudah ditempa dalam 
pergulatan dalam menyelesaikan masalah 
ekonomi,” ujarnya.

Presiden ke-8 nantinya diharapkan punya 
perhatian juga terhadap kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM).  Seperti tingkat pen-
didikan, kemampuan untuk mengelola SDA. 
Kualitas itulah yang perlu ditingkatkan, baik 
melalui pendidikan formal dan nonformal. 
SDA yang berlimpah akan jadi sia-sia, se-
hingga itu bisa menjadi kutukan SDA atau 
Natural Resource Curse.

Koordinator Perkumpulan Sumsel Bersih 
Lestari Sumarlan menuturkan, Karhutla di 
Sumsel merupakan bentuk kegagalan dari 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehu-
tanan (KLHK).

Selama lebih dari sembilan tahun, teru-
tama di lahan gambut di beberapa daerah 
di Indonesia, termasuk di Sumsel. Walau 
dana sudah banyak digelontorkan untuk 
pencegahan Karhutla, tapi masih saja terus 
terjadi.

“Program pencegahan karhutla itu 
hasilnya tidak maksimal. Presiden Joko 
Widodo harusnya mengevaluasi KLHK. 
Karena dinilai gagal dalam mencegah 
karhutla. Terindikasi adanya oknum-oknum 
masyarakat yang sengaja membakar lahan 
untuk membuka lahan pertanian dengan 
cara instan,” ucapnya.

Dari data yang saya dapatkan, sebaran 
hotspot dan fire spot Sumsel per 1-8 Sep-
tember 2023 ada sebanyak 64 persen hot-
spot di gambut dalam konsesi 

perkebunan. 
Dari total 370 titik hotspot di Sumsel, 200 

titik berada di lahan gambut dan terindikasi 
kuat 64 persen-nya atau 127 titik hotspot 
di lahan gambut berada di dalam konsesi 
perkebunan.

Bahkan di tanggal 15-16 September 2023, 
polusi udara di Palembang sangat tidak se-
hat. Terindikasi kuat akibat karhutla yang 
mengakibatkan kondisi udara di Palembang 
terparah se-Indonesia. Apalagi banyak 
masyarakat Palembang yang mengalami 
Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Tugas Berat Presiden Terpilih
Dulu Presiden Joko Widodo sudah tegas 

mencabut izin perusahaan yang lahan-
nya terbakar. Tapi kenapa ketegasan Joko 
Widodo tersebut seolah tidak membuat jera 
dan takut kepada para perusahaan lainnya, 
sehingga masih terjadinya kebakaran di ar-
eal izin perusahaan.

Selain kelalaian dari KLHK, Pemprov 
Sumsel juga turut lalai dalam pencegahan 
Karhutla, sehingga kembali terjadi karhutla 
yang berulang kali. Kemungkinan ada kebi-
jakan yang salah dari Presiden Joko Wido-
do dalam mengatasi permasalahan ini.

M Hairul Sobri, calon legislatif (caleg) 
Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Dae-
rah Pemilihan (Dapil) 2 OKU Timur Sumsel 
menuturkan, Presiden RI ke-8 harus mem-
perhatikan Sumsel yang provinsi dengan 
luasan lahan gambut hingga 1 juta hektare, 
yang memiliki simpanan karbon yang tinggi 
untuk menekan perubahan iklim dan pema-
nasan global. 

Bentuk salah urus gambut akan ber-
dampak pada bencana ekologis, kepungan 
asap maupun ancaman banjir.

Lalu tugas berat Presiden ke-8 adalah 
mengurangi izin-izin pertambangan di Sum-
sel yang selama ini diabaikan pemerintah. Di 
Sumsel sendiri, pertambangan telah mem-
perluas peta bencana seperti meluasnya 

wilayah rawan longsor, banjir bandang 
serta pencemaran udara, sungai dan 

sumber-sumber kehidupan lainnya. 
Bahkan dampak pertambangan 

di Sumsel juga menjadi salah satu 
alasan harimau atau hewan buas 
yang ada di hutan-hutan keluar me-
nyerang manusia.

“Industri hutan tanaman atau 
kebun kayu maupun perkebu-

nan sawit menjadi mayoritas 
industri yang menguasai 
hampir setengah luasan 
Sumsel. ini menjadi bagian 
terpenting untuk disoroti 
pemerintah,” ujar aktivis 
lingkungan ini.

Presiden RI ke-8 harus 
memahami paradigma kon-
sep pengelolaan SDA untuk 
kepentingan kesejahteraan 
rakyat dan lingkungannya. 
Serta terus menurunkan 

pemahaman konsep pen-
gelolaan lingkungan yang adil 

dan berkelanjutan sampai di tingkatan 
pemerintah daerah.lRDR

Yulian Junaidi

“Kita ingin mencari pe
mimpin sejati yang sudah 

ditempa dalam pergula-
tan dalam menyelesaikan 

masalah ekonomi” 

INFO
DAPIL
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Ahmad Sahroni

KEJAKSAAN BUKAN 
ALAT POLITIK

Jaksa Agung Sanitiar 
Burhanuddin melaku-

kan inspeksi mendadak 
(sidak) ke anak buahnya. 

Dalam sidak menjelang 
Pemilu 2024, dia mene-
gaskan lembaganya bu-

kanlah alat politik.

Jaksa Agung melakukan sidak ke Bi-
dang Tindak Pidana Umum, Bidang 
Perdata dan Tata usaha Negara, 
serta Bidang Tindak Pidana Khusus 

pada 13 dan 14 September 2023. Burha-
nuddin menjelaskan para penegak hukum 
harus tetap bekerja fokus di tengah hiruk 
pikuk proses demokratisasi dan politik Indo-
nesia.

“Sebab, kita bukan alat politik, tetapi kita 
adalah penegak hukum, yang tujuannya 
menuntaskan segala persoalan hukum di 
negeri ini,” kata Burhanuddin.

Menurutnyanya, sidak tersebut bertujuan 
memastikan sarana dan prasarana perala-
tan di Kejagung. Jaksa Agung Muda Tindak 
Pidana Umum (Jampidum) Fadli Zumhana 
menerima sidak ini. Dia berpesan ke Jamp-
dium agar proses penega-
kan hukum berjalan tetap 
humanis sesuai jalur.

Sidak berlanjut ke Bi-
dang Perdata dan Tata 
Usaha Negara dan 
diterima Jaksa Agung 
Muda Perdata dan 
Tata Usaha Ne-
gara (Jamdatun) 
Feri Wibisono. 
Bidang ini dis-
ebutnya akan men-
jadi primadona pen-
egakan hukum, karena 
tidak semua harus 
b e r u j un g 
k e 

Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri 
yang benar-benar langsung bersinggungan 
dengan dinamika di lapangan. Kejagung 
harus kuat iman tak jadi alat politik,” kata 
Sahroni dalam keterangan di Jakarta, Se-
lasa, 19 September 2023.

Hal tersebut, kata Sahroni, sebagaimana 
pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin 
yang mengingatkan para jajarannya bahwa 
tugas kejaksaan ialah sebagai penegak 
hukum dan bukan alat politik. Untuk itu, 
Sahroni juga meminta seluruh jajaran kejak-
saan tetap berpaku pada arahan dari Jaksa 
Agung, menyoal akan ada saja oknum-ok-
num yang berusaha mendekati jajaran ke-
jaksaan di berbagai tingkatan.

“Tak bisa dipungkiri, pasti akan ada saja 
oknum-oknum yang berusaha mendekati 
aparat penegak hukum, termasuk kejak-
saan. Ini berlaku di jajaran level bawah 

sampai level atas. Untuk itu, saya 
minta semuanya ikuti arahan 
dari Jaksa Agung, jangan 
ada yang coba campurkan 
penegakan hukum dengan 
politik. Jaksa Agung pasti 
tidak akan mentoleransi 
hal-hal semacam itu,” tu-
turnya.

Meski demikian, Sahroni 
optimistis bahwa seluruh 
insan Korps Adhyaksa 
memiliki integritas yang 
tidak akan mampu dita-
war. Sehingga, ia meya-

kini kasus demikian me-
miliki peluang rendah untuk 
terjadi.
“Tapi saya percaya, setiap 

jajaran Kejaksaan memiliki 
integritas yang tidak bisa di-

tawar. Jadi pasti tidak 

akan mudah terhasut oleh hal-hal haram 
semacam itu,” ucap Sahroni.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan 
Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, 
Ketut Sumedana, juga menyatakan Keja-
gung sudah memberikan arahan kepada 
jaksa di daerah untuk cermat dalam pen-
anganan perkara korupsi menjelang Pemilu 
2024 agar tidak berpolemik.

“Kami sudah memberikan arahan kepada 
daerah tidak akan menimbulkan polemik,” 
kata Ketut.

Mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi 
Bali itu meyakini instruksi Jaksa Agung 
kepada jajaran jaksa untuk menunda 
pemeriksaan, baik dalam tahap penye-
lidikan maupun penyidikan terhadap para 
calon peserta pemilu sejak resmi ditetap-
kan sebagai calon presiden, calon wakil 
presiden, calon anggota legislatif dan 
calon kepada daerah sampai seluruh rang-
kaian proses tahapan pemilihan selesai 
bukan untuk menghentikan penuntasan 
perkara korupsi, tetapi untuk melindungi 
sementara jaksa maupun institusi Kejak-
saan dijadikan sebagai terperiksa atau 
menjadi black campaign.

“Justru kami tidak mau menjadi terperik-
sa, menjadi black campaign,” ujarnya.

Jaksa Agung menginstruksikan jajaran 
jaksa, terutama yang bertugas bidang inteli-
jen dan tindak pidana khusus, untuk cermat 
dan berhati-hati saat menerima dan menan-
gani aduan korupsi yang melibatkan calon 
presiden dan calon wakil presiden.

Dalam instruksi yang sama, Burhanuddin 
juga meminta jaksa berhati-hati menerima 
dan menangani laporan dugaan korupsi 
yang melibatkan calon anggota legislatif 
dan calon kepala daerah demi mengantisi-
pasi adanya black campaign kepada mere-
ka menjelang dan selama tahapan Pemilu 
2024.

Selain itu, Jaksa Agung memerintahkan 
jajarannya untuk menunda pemeriksaan, 
baik dalam tahap penyelidikan maupun 
penyidikan terhadap mereka sejak para 
calon itu resmi ditetapkan sebagai calon 

presiden, calon wakil presiden, calon 
anggota legislatif, dan calon kepala 

daerah sampai seluruh rangkaian 
proses dan tahapan pemilihan 

selesai.
Jaksa Agung menjelas-
kan, memasuki tahun 

politik institusi Kejaksaan 
rawan menjadi alat yang 
dipergunakan untuk 
menyerang calon-
calon tertentu. 

Oleh karena itu, 
dia kembali me-
negaskan perlu-
nya kehati-hatian 

mencegah ada kam-
panye hitam terselubung. 

Jaksa Agung juga mengingatkan 
jajaran Kejaksaan netral dan tidak 
memihak salah satu calon.lRDO	

pengadilan. Ke depan, tren proses hukum 
akan mengarah ke nonlitigasi.

Sidak juga mengarah ke Bidang Tindak 
Pidana Khusus yang diterima oleh Jaksa 
Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam-
pidsus) Febrie Adriansyah. Jaksa Agung 
menegaskan agar jangan ada campur tan-
gan politik dalam penegakan hukum.

“Asalkan kita tegas, profesional, dan in-
dependen dalam penegakan hukum, maka 
masyarakat akan menilai kinerja kita. Tetap 
fokus dengan upaya-upaya pengembalian 
keuangan negara. Penegakan hukum jan-
gan sampai kendor, dan teruslah berkarya 
untuk Indonesia terbebas dari korupsi,” ujar 
Jaksa Agung.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sah-
roni, mengingatkan Kejaksaan Agung agar 
tetap netral dan profesional dengan tidak 
menjadi alat politik dalam menghadapi es-
kalasi dinamika politik jelang 
Pemilu 2024.

“Menjelang 2024 
ini, sudah dipastikan 
tensi politik akan 
meningkat. Namun, 
hal tersebut sama 
sekali tidak boleh 
mempengaruhi ki-
nerja Kejaksaan. 
Terutama di level 

“Tapi saya percaya, setiap 
jajaran Kejaksaan memiliki 
integritas yang tidak bisa 
ditawar. Jadi pasti tidak akan 
mudah terhasut oleh hal-hal 
haram semacam itu”
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“Karena masih meng-
gunakan surat suara, 

harus dimitigasi terkait 
ketersediaan kertas”

PILKADA DIMAJUKAN, 
TITO SEMAKIN BERKUASA

Pemerintah yang diwakili 
oleh Menteri Dalam Ne

geri Tito Karnavian resmi 
mengusulkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (Perppu) 

Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada). Perppu 
tersebut bertujuan untuk 
mempercepat pelaksan-

aan Pilkada Serentak 
2024 yang tadinya digelar 

November, diusulkan 
menjadi September.

Mendagri Tito menjelaskan enam 
poin yang disesuaikan dan diu-
sulkan pemerintah dalam Perp-
pu Pilkada tersebut. Pertama, 

untuk mengantisipasi kekosongan kepala 
daerah pada 1 Januari 2025.

Kedua, memajukan pelaksanaan pemun-
gutan suara pilkada pada September 2024. 
“Maka proses pemungutan suara Pilkada 
Serentak 2024 yang berdasarkan Undang-
Undang tentang Pilkada ditetapkan pada 
November 2024 harus disesuaikan,” ujar 
Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II 
DPR, Rabu malam, 21 September 2023.

Ketiga, Perppu akan mempersingkat 
durasi kampanye Pilkada Serentak 2024 
menjadi 30 hari saja. Hal ini dilakukan untuk 
memastikan tidak terjadinya irisan tahapan 
antara tahapan Pemilu dan Pilkada 2024.

Keempat, mempersingkat durasi sengke-
ta proses Pilkada. Poin ini diusulkan guna 
mempertimbangkan masa kampanye 
selama 30 hari dan mengurangi 
potensi permasalahan dalam pe-
nyediaan logistik Pilkada.

Kelima, kepastian hukum 
partai politik atau gabungan-
nya mengusulkan pasangan 
calon kepala daerah ada-
lah hasil Pemilu 2024. Ka-
rena, perlu ada norma yang 
mengatur bahwa pencalonan 
kepala daerah yang diusung 
didasarkan pada hasil Pemilu 
2024 yang ditetapkan Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) den-
gan memperhatikan ketentuan 
persentase sebagaimana Pasal 
40 UU Pilkada.

Keenam, pelantikan serentak 
DPRD 2024. Berdasarkan UU 
23/2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, kepala daerah dan DPRD 
merupakan penyelenggara pemer-
intahan di daerah. Artinya, manaje-
men pembangunan daerah sangat dipen-
garuhi oleh keselarasan masa jabatan 
anggota DPRD dan kepala daerah.

Jika Perppu Percepatan Pilkada 2024 
itu disetujui, perlu juga diantisipasi irisan 
tahapan krusial antara Pemilu dan Pilkada 

rah definitif,” katanya.
Karenanya, pemerintah perlu diambil 

langkah yang sifatnya strategis dan mende-
sak untuk menghindari kekosongan kepala 
daerah tersebut. Terlebih lagi, adanya per-
bedaan kewenangan antara kepala daerah 
definitif dan penjabat (Pj). “Di samping ten-
tunya legitimasi yang tentu akan lebih kuat 
kalau diisi oleh kepala daerah hasil Pilkada,” 
ujar Tito.

DPR sendiri memberikan sinyal setuju ter-
hadap usulan pemerintah untuk memperce-
pat pelaksanaan hari pencoblosan Pilkada 
2024, dari November menjadi September. 

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai 
Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus, 
menjelaskan, gagasan percepatan pelak-
sanaan Pilkada 2024 datang dari pemer-
intah. Dia mengatakan, Mendagri Tito 

secara informal sudah menyampai-
kan ke Komisi II DPR keinginan 

untuk mempercepat Pilkada 
2024. 

“Jadi perubahan itu 
(percepatan hari pen-
coblosan) tentu lewat 
Perppu. Nah, kenapa 
lewat Perppu? Kalau 

lewat revisi UU, ten-
tu akan memakan 
waktu yang lama,” 
jelas Guspardi, 

Kamis, 21 Septem-
ber 2023.

Dia mengklaim, 
setiap fraksi di 
Komisi II DPR 
sudah meny-

etujui usulan 
p e n e r b i -

tan Perppu Pilkada ini untuk memajukan 
hari pencoblosan yang awalnya November 
menjadi September 2024. “Kami sepakat 
dengan pemerintah dilakukan dengan me-
kanisme mengganti UU 10/2016 itu lewat 
Perppu,” ungkap Guspardi.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, 
mengatakan, secara konstitusional kepu-
tusan untuk mengeluarkan Perppu adalah 
hak pemerintah dan presiden. Ia tak ingin 
ada persepsi yang bias dalam pengambilan 
keputusan.

“Justru menurut saya nanti yang bias, 
masa DPR menyetujui Perppu diterbitkan? 
Padahal kan itu haknya pemerintah. Jadi 
dengan kata memahami saja sebetulnya 
itu sudah secara tidak langsung kami men-
ganggap kalau perlu ya monggo,” jawab 
Doli.

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu) mengungkap sejumlah potensi 
masalah yang akan terjadi apabila pemerin-
tah mempercepat pelaksanaan Pilkada Ser-
entak 2024. Setidaknya, ada dua masalah 
yang bisa terjadi.

Pertama, ada kemungkinan terjadi irisan 
tahapan akhir Pemilu 2024 dan tahapan 
awal Pilkada 2024. Irisan tahapan itu akan 
mengganggu persiapan pilkada.

“Kalau hasil pemilu sebelumnya itu ber-
larut-larut (sengketanya), cara penyelesa-
iannya dalam bentuk bagaimana?” kata 
Komisioner Bawaslu, Herwyn J Malonda.

Sebagai gambaran, berdasarkan Pera-
turan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang 
Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 dinya-
takan apabila Pilpres 2024 berlangsung 
dua putaran, maka rekapitulasi hasil peng-
hitungan suara baru tuntas pada 20 Juli 
2024. Itu belum menghitung kemungkinan 
adanya sengketa hasil pilpres putaran 
kedua yang bisa memakan waktu hingga 
Agustus 2024.

Kedua, ada potensi terjadinya masalah 
produksi dan distribusi logistik, teru-

tama kurangnya stok kertas untuk 
mencetak surat suara. Sebab, hari 
pemungutan suara Pemilu 2024 
pada 14 Februari 2024 hanya 
berjarak sekitar tujuh bulan den-
gan pelaksanaan Pilkada Sep-
tember.

“Karena masih mengguna-
kan surat suara, harus dim-
itigasi terkait ketersediaan 
kertas. Karena pengala-
man di Pemilu 2019 yang 

lalu, pengadaan kertas yang 
digunakan di surat suara 
pemilu hampir tidak dapat 
dipenuhi,” kata Herwyn.

Meski menyampaikan 
sejumlah catatan atas 
rencana percepatan 
pilkada, Herwyn me-

negaskan lembaganya 
sebagai pelaksana un-

dang-undang akan mema-
tuhi apa pun amanat dalam 

Perppu Pilkada. Pernyataan 
serupa disampaikan oleh dua 

lembaga penyelenggara pemilu lainnya, 
yakni KPU RI dan DKPP.lRDO	

2024. Termasuk potensi jika terjadi dua pu-
taran Pilpres 2024 pada Juni tahun tersebut.

“Dengan memajukan pemungutan suara 
pada September 2024, maka akan mem-
percepat pelantikan kepala daerah terpilih 
tahun 2024, yaitu setidaknya 1 Januari 
2025. Supaya tidak terjadi kekosongan yang 
masif,” ujar Tito.

Mendagri menambahkan, jika Pilkada 
Serentak 2024 tak dipercepat pemungutan 
suaranya, akan ada potensi kekosongan 
kepada daerah di banyak daerah. Sebab, 
kondisi saat ini, terdapat 101 daerah dan 
empat daerah otonomi baru di Papua yang 
diisi oleh penjabat kepala daerah sejak 
2022.

“Dan terdapat 170 daerah yang diisi oleh 
penjabat kepala daerah pada 2023. Serta 
terdapat 270 kepala dae-
rah hasil pemilihan tahun 
2020 yang akan be-
rakhir pada 31 De-
sember 2024,” 
ujar Tito.

“Berdasar-
kan data ini, 
maka terda-
pat potensi 
akan terjadi 
kekosongan 
kepala dae-
rah pada 
1 Januari 
2025 dan 
jika ini terjadi 
maka pada 1 
Januari 2025 ter-
dapat 545 daerah 
yang berpotensi tidak 
memiliki kepala dae-
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PUNYA GAGASAN BARU, PARTAI PENDATANG 
BERPOTENSI TINGGI RAIH SUARA

Pada pemilihan umum 
(Pemilu) 2024 ini  ter-

catat ada 17 partai yang 
lolos. Dari jumlah itu 

setidaknya ada delapan 
partai non parlemen yang 

didominasi para penda-
tang baru. Gagasan dan 
ide-ide demokrasi yang 

ditawarkan membuat 
peluang partai penda-

tang baru ini punya kans 
sama. 

Sebagai pendatang baru tentu 
ada kerja keras yang harus di-
lakukan para kader untuk men-
genalkan ke masyarakat. Dima-

na ada saja yang mungkin terasa asing di 
sebagian masyarakat terhadap partai dan 
kadernya. 

Namun potensi mereka untuk meraih 
kursi di legislatif juga terbuka lebar bila 
gagasan demokrasi yang ditawarkan me-
mang menyentuh masyarakat. 

Partai Buruh misalnya, mereka fokus 
menyuarakan aspirasi buruh untuk ber-
peran di Pemilu 2024 mendatang. Dimana 
selama ini kaum buruh dianggap belum 
memberikan kontribusi 
penting dalam pang-
gung demokrasi In-
donesia.

Di sisi lain hak-
hak buruh juga 
sering terabai-
kan. Dengan 
hadirnya Partai 
Buruh diharap-
kan derajat politik 
juga ikut terang-
kat.

Setelah sempat 
absen pada 

pemilu 2009, akhirnya pada pemilu 2014 
dan pemilu 2019, Partai Buruh ini kembali 
berkiprah dalam politik nasional, mela-
lui Kongres yang disepakati oleh empat 
konfederasi serikat pekerja dan sekitar 50 
federasi serikat pekerja, forum guru dan 
tenaga kerja honorer serta serikat petani 
dan nelayan.

Saat ini partai ini telah memiliki perwaki-
lan daerah di 34 provinsi, 514 perwakilan 
tingkat Kabupaten Kota, dan lebih dari 
6.000 perwakilan di tingkat kecamatan. 

Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Su-
matera Selatan, Kemas Ali Hanafiah 
merasa yakin dengan eksistensi mereka 
menghadapi pesta demokrasi yang akan 
dilaksanakan pada 2024.

‘Kita akan melakukan gerakan sosial 
secara masif seperti dari rumah ke rumah 
dan dari kelompok ke kelompok kecil sam-
pai kelompok-kelompok besar.  Itu yang 
sedang dilakukan pada saat ini,” tegasnya. 

Terkait konsolidasi sendiri saat ini 
mereka telah melakukan semuanya mulai 
dari Bacaleg maupun sosialisasi  secara 
umum 

“Pada tanggal 24 Desember mendatang 
kita akan menggelar pertemuan umum un-
tuk koalisi akbar dan akan dihadiri ribuan 
kader Partai Buruh yang akan dilaksana-
kan di Palembang,” ungkapnya. 

Ali mengatakan, Partai Bu-
ruh sudah menjadi bagian 
hidupnya. Selain dibesar-
kan dari keluarga bu-
ruh, sebagai aktivis 
segmen yang diper-

juangkannya juga 
selama ini selalu 
berkaitan dengan 
kaum marjinal.

“Untuk men-
jaring suara di 
daerah kita akan 
menawarkan pe-

rubahan-perubahan 
dan memperjuangkan 

kesejahteraan kaum bu-
ruh. Kemudian se-
cara sp-

esifiknya kita akan melakukan pembelaan 
seperti memperjuangkan jaminan sosial 
meliputi pemutusan hubungan kerja, 
memperjuangkan upah, kecelakaan kerja 
serta mencoba membangun perekonomi-
an buruh melalui koperasi,” tegasnya. 

 Koordinator Nasional Sayap Milenial 
Partai Buruh (Orange-B) Riza Vahlevi me-
nyebutkan, momen pemilu 2024 menjadi 
ajang politiknya anak muda untuk turut 
berpartisipasi dalam politik. Partai politik 
pada dasarnya menjadi pencerah untuk 
alat menyadarkan masyarakat pada peran 
politiknya.

Partai Buruh menjadi rumah bersama 
bagi kalangan anak muda, selama ini 
mereka lihat partai politik melupakan 
sesuatu pencerahan kepada generasi 
muda, terkadang yang dilakukan tidak me-
nyentuh generasi muda khususnya anak 
muda/remaja. 

“Program program yang ada dalam 
partai politik cenderung tidak memperha-
tikan potensi pemilih suara dari kalangan 
ini. Disinilah asal muasalnya yang men-
umbuhkan semangat Sayap Millenial Or-
ange-B untuk menghimpun dan memban-
gun kesadaran politik bagi anak muda,” 
kata Riza.

Partai Buruh menurut Riza menjadi alat 
untuk berekspresi dan menggali potensi 
keberpihakan sebuah partai politik terha-

dap kepentingan orang banyak. Plat-
form perjuan-

gan partai 
ini jelas 
y a k n i 
m e m -

perjuangkan hak-hak buruh.

Siap Uji Gagasan 
Sementara Partai Gelora lebih 

mengedepankan gagasan dan ide 
demokrasi yang lebih segar serta lebih 
baik. Dengan kader-kader terbaik mereka, 
Partai Gelora yakin akan bisa meraih su-
ara maksimal di Sumsel dan tumbuh men-
jadi partai besar di Indonesia.

“Ada banyak gagasan yang kami ta-
warkan ke masyarakat bahkan kader-
kader kami berani untuk diuji. Kader Partai 
Gelora juga sudah disiapkan untuk be-
rani beradu argumen dalam berbagai hal 
sehingga kami yakin akan bisa diterima 
masyarakat di Pemilu 2024 ini,” ungkap 
Ketua DPW Partai Gelora, Erza Saladin.

Di Pemilu 2024 ini Partai Gelora Sumsel 
menargetkan meraih satu kursi di setiap 
Dapil baik untuk DPR RI, provinsi maupun 
kabupaten/ kota. Komitmen yang kuat dari 
seluruh kader membuat mereka optimis 
mencapai target tersebut.

“Kalau soal strategi tentu kami punya namun 
secara umum para kader terus bersosialisasi 
mendekatkan diri kepada masyarakat bahkan 
siap melakukan uji gagasan dengan siapapun. 
Kami termasuk yang paling senang untuk dia-
jak diskusi utamanya tentang demokrasi Indo-
nesia ke depan,” ujarnya.

Bahkan Partai Gelora juga siap mengi-
nisiasi melakukan uji gagasan sebagai 
bentuk bagian dari sosialisasi Bacaleg 
dari KPU. 

Dari uji gagasan ini masyarakat akan 
tahu bagaimana kualitas dan wawasan 
wakil rakyat baik untuk DPR RI maupun 
DPRD provinsi yang akan mereka pilih 
nanti. Sehingga peran KPU dalam kegia-
tan ini sangat penting.

Potensi besar partai baru di Pemilu 
2024 ini diakui Ketua Barisan Pemantau 
Pemilih (BP2) Sumsel, Prasetya Sanjaya.

“Hadirnya partai partai baru di Pemilu 
2024 ini patut kita apresiasi karena adan-
ya kecenderungan partisipasi demokrasi 

Indonesia yang cukup tinggi dan hal ini 
sangat baik,” terangnya.

Dia melihat, baik partai 
baru maupun partai lama 
memiliki peluang yang 
sama untuk meraih dan 
mendulang suara di 
Pemilu 2024. Hanya saja 
ruang gerak mereka 
tidaklah seluas partai 
partai besar lainnya 
seperti PDIP, Partai 
Gerindra dan Partai 
Golkar.

Meski demikian 
dengan gagasan 
baru yang mereka 
tawarkan bukan tidak 
mungkin partai pen-
datang baru tersebut 
menjadi besar karena 
ide mereka berhasil 
meraih simpati rakyat. 

Sehingga siapapun 
baik lama atau baru pu-
nya peluang yang sama.
lRDR

Prasetya Sanjaya

“Hadirnya partai partai baru di Pemilu 
2024 ini patut kita apresiasi karena 
adanya kecenderungan partisipasi 
demokrasi Indonesia yang cukup 
tinggi dan hal ini sangat baik” 
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gungkapkan, Kaesang sudah meminta 
restu kepadanya untuk bergabung dengan 
PSI. “Biasa di keluarga minta doa restu, 
karena saya bilang tidak pun, akan tetap 
jalan. Soalnya anak saya memang seperti 
itu kalau mau tahu,” ungkap Jokowi usai 
groundbreaking Hotel Nusantara di IKN, 
Kalimantan Timur, 
Kamis, 21 September 
2023.

Meski demikian, 
Jokowi mempercaya-
kan setiap keputusan 
yang diambil oleh 
putra bungsunya itu. 
Apalagi, menurutnya, 
Kaesang sudah berke-
luarga dan bertang-
gung jawab terhadap 
keputusannya sendiri.

“Saya sudah sering 
menyampaikan, anak-
anak itu kalau sudah 
berkeluarga, sudah 
punya anak dan is-
tri harus mandiri dan 
tanggung jawab apa 
yang diputuskan, su-
dah pasti menjadi tang-
gung jawab,” katanya.

Sementara, Wali Kota Sura-
karta, Gibran Rakabuming, 
menyatakan belum ada pen-
jelasan apa-apa dari adiknya 
kepada keluarga soal berga-
bung ke PSI. Sehingga, kelu-
arga juga tidak tahu apakah 
Mawar yang dimaksud dalam 
video unggahan PSI di medsos 
tersebut benar Kaesang atau 
bukan.

“Semalam sama Bapak (Pres-
iden Jokowi) juga nggak ngobrolin 
itu. Kita enggak tahu Mawar itu sia-
pa. Apa hubungannya dengan 
pihak keluarga. Meman-
gnya itu adik saya. 
Ya tanya Ma-
war dong. 
T a n y a 
PSI ya, 
a k u 

enggak mudeng, kan saya kader PDIP bu-
kan PSI,” kata Gibran.

Gibran tak yakin jika rekaman suara dan 
siluet yang diunggah di akun media sosial 
PSI pada Rabu, 20 September 2023, ada-
lah Kaesang.

“Kalau saya sih belum yakin (Kaesang). 
Mukanya kan 
tidak terpam-
pang jelas. Ka-
lau cuma suara 
dan siluet kan 
bisa siapa saja,” 
ujarnya.

Ia pun menam-
bahkan jika su-
ara yang diputar 
dalam postingan 
di medsos terse-
but bukan suara 
Kaesang yang 
menurutnya me-
miliki jenis suara 
bass.

“(Suara Kae-
sang) mosok sih. 
Nggak ah. Me-
mangnya suara 
Kaesang seperti 

itu. Kalau saya lihat di 
video pendeknya itu, su-
aranya apa ya lebih ke 
tenor ya, apa soprano 
bukan nge-bass, 
bukan Kaesang,” 
ucapnya.

Meski Gibran 
menyatakan tidak 

yakin suara dan gam-
bar yang mengaku 

sebagai Mawar dalam 
unggahan video PSI di 

sejumlah media sosial 
adalah adik bungsunya, 

tetapi PSI Solo justru 
menyatakan 

hal seba-

INFO
PARTAI

KAESANG JADI 
KETUA UMUM PSI

Putra bungsu Presiden 
Joko Widodo, Kaesang 

Pangarep, dikabarkan 
bakal masuk Partai Soli-
daritas Indonesia (PSI). 

Kabar itu berembus san
ter setelah akun medsos 

PSI mengunggah sebuah 
video pendek menampil-
kan siluet Kaesang. Bah-
kan, Kaesang disebut-se-

but bakal menjadi ketua 
umum.

Seperti dikutip dari akun PSI di 
platform X (dahulu Twitter) dan 
Instagram, pada video pendek 
tersebut muncul narasi yang diu-

capkan Kaesang. 
“Namaku Mawar, bukan nama sebe-

narnya. Saat ini aku sudah memantapkan 
hati untuk masuk ke politik. Aku memang 
belum punya pengalaman di politik. Na-
mun, aku punya tujuan yang besar untuk 
Indonesia lebih baik. Semoga jalan yang 
aku pilih adalah jalan yang benar,” demiki-
an narasi yang diakhiri dengan siluet wajah 
Kaesang dengan latar merah.

Kaesang diketahui memang dekat den-
gan PSI. Bahkan, PSI pernah memasang 
baliho Kaesang di Depok. Partai dengan 
yang kini dipimpin Giring Ganesha ini men-
dorong Kaesang sebagai wali kota Depok.

Apabila Kaesang bergabung dengan 
PSI, maka pilihannya berbeda dari sang 
ayah Jokowi dan kakaknya, Gibran Rak-
abuming Raka, yang merupakan kader 
PDIP. 

Plt Sekretaris Jenderal PSI, Isyana Ba-
goes Oka, tidak banyak bicara ketika ditan-
yai mengenai isu Kaesang akan masuk ke 
partai berlambang mawar itu. Dirinya juga 
meminta semua pihak untuk sabar menan-
ti pengumuman penjelasan soal Kaesang 
yang akan diangkat menjadi ketua umum. 

“Sampai saat ini infonya kami belum 
bisa sampaikan. Kita lihat pada waktunya,” 
jelas Isyana usai acara Rapimnas Partai 
Demokrat di JCC Senayan, Jakarta Pusat, 
Kamis, 21 September 2023. 

Dia menyatakan, hingga saat ini, Ketua 
Umum PSI adalah Giring Ganesha. Di 
samping itu, Isyana juga mengaku belum 
bisa memberi kepastian Kaesang akan 
bergabung ke PSI. Isyana hanya meminta 
doa agar semua berjalan dengan baik.

Isyana juga membantah PSI sekadar 
gimik. Dia memastikan akan ada pengu-
muman sosok yang akan bergabung 
ke PSI pada waktunya. “Sebetulnya 
bukan fokus ke gimik atau bukan, tapi 
sebenarnya siapa sosoknya. Siapa 
sosoknya nanti akan terbuka pada 
waktunya. Clue-nya? Mawar,” katanya.

Di sisi lain, Presiden Jokowi men-

liknya.
Ketua PSI Solo, Antonius Yogo Prabowo, 

menegaskan jika sosok Mawar dalam vid-
eo tersebut memang benar Kaesang dan 
unggahan tersebut sekaligus memastikan 
bahwa suami Erina Gudono tersebut me-
mang telah resmi masuk PSI.

“Kami dapat kabar bergabungnya Mas 
Kaesang sejak Rabu (20/9/2023) malam. 
Dan pastinya kabar tersebut bak durian 
runtuh bagi PSI, apalagi di tahun politik 
seperti saat ini,” ujarnya.

Selain launching melalui media sosial, 
moment bergabungnya Kaesang ke PSI 
juga akan ditandai dengan penyerahan 
kartu tanda anggota (KTA) oleh pengurus 
DPP. Adapun berdasarkan domisili, Kae-
sang akan menjadi anggota PSI Jakarta 
Selatan.

Dengan bergabungnya Kaesang ke PSI, 
Yogo berharap hal tersebut akan menjadi 
angin segar bagi partai yang dikenal iden-
tik dengan anak muda tersebut. Ia men-
gakui keputusan tersebut merupakan keju-
tan tersendiri bagi internal partai.

“Mas Kaesang dengan segala popu-
laritas yang dimiliki pastinya bisa memilih 
partai politik yang lebih besar dibanding-
kan PSI yang notabene masih partai baru 
yang diisi anak-anak muda. Namun, Mas 
Kaesang justru tertarik bergabung den-
gan kami, ini pastinya hal yang sangat 
menggembirakan,” tutupnya.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy 
and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad 
Khoirul Umam, menyebut, ada aturan dalam 
anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/
ART) PDIP agar satu keluarga harus berada di 
dalam partai yang sama. Dia menilai keluarga 
Jokowi telah mengabaikan aturan AD/ART 
PDIP yang ada di nomor 25a.

Khoirul menyebut, karena aturan itu, 
PDIP telah mencopot Ketua DPD PDIP 
Maluku Murad Ismail yang juga gubernur 
Maluku karena istrinya mencalonkan diri 
sebagai kader PAN. 

Karena itu, jika PDIP konsisten pada 
aturan AD/ART Nomor 25a tersebut, itu 
berpeluang memunculkan koreksi total 
PDIP terhadap status keanggotaan Gi-
bran Rakabuming Raka di PDIP, bahkan 
posisi Presiden Jokowi. Sebab, jika tidak 
menegakkan aturan itu, PDIP bisa dituding 
tebang pilih dan pilih kasih dalam men-
jalankan aturan. 

Selain itu, dia menilai langkah Kae-
sang ini juga bisa berimbas pada ter-
degradasinya dukungan PDIP di Jawa 
Tengah yang masyarakatnya masih 
merasa dekat dengan figur Jokowi 
daripada identitas kepartaian PDIP. 

“Jika hal itu terjadi, maka untuk 
kesekian kalinya PDIP akan kem-
bali menuding PSI sebagai partai 
politik baru yang cukup efektif 
menggerogoti basis pemilih loyal 
PDIP di sejumlah dapil di pen-
juru nusantara,” ujar Khoirul 
dalam keterangannya, Kamis, 

21 September 2023.lRDO

“Jika hal itu terjadi, maka untuk ke
sekian kalinya PDIP akan kembali me
nuding PSI sebagai partai politik baru 

yang cukup efektif menggerogoti basis 
pemilih loyal PDIP di sejumlah dapil di 

penjuru nusantara”

Ahmad Khoirul Umam
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Adi Prayitno

Demokrat Gabung Prabowo

JARGON PERUBAHAN SUDAH TAMAT
Partai Demokrat telah 

meresmikan bergabung 
dengan koalisi pen-

dukung Prabowo Subi-
anto. Narasi besar ten-

tang perubahan yang 
getol digaungkan ke-

tika masih menyokong 
Anies Baswedan, kini 

berbalik. Partai berlam-
bang bintang mercy itu 

perlahan mulai mena
rasikan tentang pent-

ingnya kesinambungan.

Ketua Umum Partai Demokrat, 
Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY), mengklaim, gagasan kes-
inambungan bukan kali pertama 

ini ia sodorkan. Dalam pidatonya, AHY 
mengatakan, Demokrat percaya Prabowo 
mampu menghadirkan kesinambungan 
dari keberhasilan pemerintahan Soekarno, 
Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wa-
hid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bam-
bang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo.

“Ini adalah makna hakiki dari kesinam-
bungan lintas generasi kepemimpinan. 
Terlebih ketika berbicara tentang kerangka 
dasar bernegara, kita harus jaga dan teg-
akkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 
1945, NKRI, dan Bhineka 
Tunggal Ika,” ujar AHY 
di Jakarta Conven-
tion Center, Jakarta, 
Kamis malam, 21 
September 2023.

Harapan ked-
ua dari Partai 
Demokrat ada-
lah memperbaiki 
dan mengubah 
segala kebija-
kan yang dinilai 
belum baik. 
Itulah gagasan 
perubahan yang 
selalu digaungkan 
Demokrat. 

“Inilah esensi dari pe-
rubahan dan perbaikan 
yang harus kita perjuang-
kan, tapi saya optimis, 
mengapa? Karena 
Pak Prabowo men-
gatakan konstanta 
dalam kehidupan 
sejatinya adalah 
perubahan itu 
sendiri,” ujar 
AHY.

“Dua hara-
pan yang 
kami titip-
kan kepa-
da Bap-
ak, kami 
y a k i n 
d i 

nilai, sikap Partai Demokrat yang akhirnya 
memilih Prabowo dinilai lebih tepat diban
dingkan mendukung Ganjar Pranowo.

Khairul menilai, berdasarkan data survei 
pasca-berpisahnya Partai Demokrat dari 
gerbong pencapresan Anies Baswedan, 
basis pemilih loyal Demokrat lebih banyak 
mendukung Prabowo ketimbang Ganjar 
Pranowo. 

“Hal itu menjadi bekal yang baik bagi 
Demokrat jika sewaktu-waktu memutar 
haluan dukungannya ke Prabowo, sehing-
ga lebih minim guncangan dan turbulensi 
dalam mengarahkan pendukungnya,” ujar 
Khoirul. 

Beberapa waktu sebelumnya, kata 
Khoirul, sejumlah elite Partai Demokrat 
menyampaikan preferensi arah dukungan 
kepada pencapresan Ganjar Pranowo, 
tetapi hari ini akhirnya diputuskan men-
dukung Menteri Pertahanan tersebut.

Menurutnya, gagalnya arah dukungan 
Demokrat karena masih buntunya komu-
nikasi dua arah antara PDIP dan Partai 
Demokrat. Dia menilai Demokrat tampak 
kerepotan mengakses komunikasi lang-
sung dengan Ketua Umum PDIP Megawa-
ti Soekarnoputri yang menjadi veto player 
sekaligus penentu arah gerbong koalisi 
Ganjar. 

“Konon ada barikade kuat di lingkaran 
Megawati yang membuat komunikasi poli-
tik PDIP kurang fleksibel. Mungkin saja 
Megawati belum selesai dengan dirinya 

ketika menyikapi sejarah kon-
flik politik masa lalu,” 

ujarnya.
K a r e n a n y a , 

kondisi ini tentu 
berdampak serius 
pada cara pan-
dang Demokrat 
yang meng-
hendaki koalisi 

yang setara 
dan saling 
menghorma-

ti. Selain itu, 
Demokrat juga 
sering menem-
patkan dirinya 
pada basis 
paradigma poli-

tik tengah-mod-
erat, yang lebih 

d e k a t 

dengan tim Prabowo yang mengklaim 
spektrum tengah saat ini.

Sedangkan, PDIP sebagai pengusung 
utama Ganjar yang telah mengklaim diri 
sebagai gerbong kiri-progresif dan Anies 
yang lebih kuat merepresentasikan kekua-
tan politik Islam. “Karena itu, wajar jika 
Demokrat merasa tidak ada hambatan se-
rius secara ideologis,” ujarnya.

Pengamat politik, Adi Prayitno, menilai, 
keputusan bergabung dengan KIM mem-
buat agenda perubahan Partai Demokrat 
selesai.

“Saya kira agenda perubahan yang se-
lalu digaungkan demokrat wasallam,” kata 
Adi.

Dia menilai, sudah tidak mungkin lagi 
Partai Demokrat terus-menerus meng-
gaungkan agenda-agenda perubahan. 
Apalagi, terus bersikap galak terhadap 
Presiden Jokowi seperti sebelumnya.

Apalagi, Adi mengingatkan, masyarakat 
sudah memahami kalau Prabowo Subi-
anto merupakan sosok yang selalu men-
gidentifikasi dirinya paling dekat dengan 
Jokowi. Terutama, untuk mendapatkan 
faedah elektoral.

Maka dari itu, dia merasa, akan men-
jadi agak lucu dan agak aneh kalau Partai 
Demokrat yang sudah bagian jadi koalisi 
Prabowo yang pro Jokowi terus menerus 
mengkritik Jokowi. Bahkan, sikap itu akan 
jadi kontraproduktif.

Dalam konteks itu, dia meyakini, Partai 
Demokrat ke depan akan bersikap lebih 
tenang terhadap Presiden Jokowi. Partai 
Demokrat tidak akan lagi menyerang Pres-
iden Jokowi dan tidak akan lagi khutbah 
tentang perubahan.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indo-
nesia juga mengingatkan, apapun judulnya, 
Demokrat harus tegak lurus dengan kepu-
tusan politik koalisi Prabowo yang  menya-
takan menjadi bagian dari Presiden Jokowi.

“Harus sami’na wa atho’na. Oleh ka-
rena itu, jargon perubahan dari Demokrat 
wasallam, selesai,” ujar Adi.

Partai Demokrat juga dinilai perlu me-
nyesuaikan narasi politik perubahan den-
gan semangat keberlanjutan Prabowo 
yang saat ini bagian dari Pemerintah. Kare-
na itu, dalam konteks ini, Partai Demokrat 
juga sulit mendapatkan efek ekor jas atau 
coattail effect dari Prabowo.

“Dalam konteks ini tentu Demokrat akan 
kesulitan membangun narasi, termasuk 
misalnya soal coattail effect, ini satu-

satunya yang bisa menjamin Demokrat 
naik secara signifikan atau tidak 
ya kerja politik Demokrat, bukan 
mendapatkan faedah atau efek 
dari dukung Prabowo itu tidak 
akan terjadi,” ujarnya.

Adi mengatakan, partai 
yang akan mendapat elekto-
ral dari suara Prabowo lebih 
besar adalah Partai Ger-

indra. “Jadi Demokrat 
itu kalau bicara Pileg 
ya bagaimana mereka 
memperkuat basisnya 

bukan yang lain,” 
ujarnya.lRDO	
	 	

bawah kepemimpinan Pak Prabowo, kes-
inambungan dan perubahan menuju indo-
nesia maju di masa depan bisa kita wujud-
kan bersama,” sambung putra sulung SBY 
itu.

AHY juga menjabarkan sejumlah alasan 
lebih memilih bergabung dengan Koalisi 
Indonesia Maju (KIM), bukan kubu pengu-
sung Ganjar Pranowo.

“Kami melihat bahwa semangat yang 
tadi kami titipkan adanya keberlanjutan 
dan kesinambungan, tapi juga ada peru-
bahan dan perbaikan. Itu kami yakini bisa 
dijalankan oleh Bapak Prabowo sebagai 
presiden, kelak Insya Allah terpilih menjadi 
pemimpin kita ke depan,” ujar AHY.

Partai Demokrat juga terkesan dengan 
semangat dan visi kepemimpinan yang di-
tawarkan oleh Prabowo. Apalagi, Menteri 
Pertahanan itu menjadi pihak yang mem-
buka ruang sinergi dan kerja sama yang 
sangat baik.

Di samping itu, Partai Demokrat menilai 
pentingnya kebersamaan dan rasa saling 
percaya dalam membangun sebuah kerja 
sama. Sebab dalam satu koalisi, dibutuh-
kan peran saling menguatkan antarpartai 
politik.

“Ini penting karena bukan hanya kita 
berharap memberikan tiket. Tiket itu ada-
lah satu hal dalam sebuah pencapresan, 
tapi yang paling penting adalah peran kita,” 
ujar AHY.

“Dalam arti, bisakah kita semua parpol 
yang tergabung dalam Koalisi Indonesia 
Maju ini memberikan kontribusi peran yang 
nyata, baik selama kampanye nan-
ti, selama pemenangan, maupun 

Insya Allah jika terpilih menjadi 
presiden beliau membentuk 

pemerintahan yang juga 
menghadirkan kes-
etaraan,” ujarnya 
menambahkan.

P e n g a m a t 
sekaligus Di-

rektur Ekse-
kutif Institute 
for Democra-

cy & Strategic 
Affairs (Indostra-
tegic), Ahmad 

Khoirul Umam, me-

“Saya kira agenda 
perubahan yang 
selalu digaungkan 
demokrat wasallam”
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PDIP SUDAH PENGALAMAN

TAK GENTAR DIKEROYOK
Partai Demokrat res-
mi mendeklarasikan 

Prabowo Subianto se-
bagai calon presiden 

di Pilpres 2024. Adanya 
deklarasi ini semakin 
mempertegas bahwa 
PDIP akan dikeroyok 
oleh KIM dan Koalisi 

Perubahan dengan 
tujuh partai yang ada di 

parlemen.

Maju. Jalan PDIP untuk memenangkan 
Pilpres 2024 mendatang akan menda-
patkan perlawanan yang cukup berat 
nantinya.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, men-
gatakan, partainya tidak gentar untuk 
menghadapi koalisi gemuk bentukan 
Prabowo Subianto. Kendati begitu, PDIP 
sampai saat ini menjalin komunikasi 
yang baik dengan Partai Demokrat, PAN, 
dan Partai Golkar. 

“Kami sejak awal memang dikeroyok, 
tapi kami itu baik dengan Golkar, PAN, 
apalagi Demokrat, tetap saja komuni-
kasi terjaga. Bahkan, terakhir dengan 
Demokrat komunikasi sampai kemarin 
masih lancar, bahwa pilihan berbeda ya 
tadi kedaulatan setiap partai yang harus 
kita hormati,” ujar Said.

Dia bercerita bahwa PDIP memang 
kerap mendapatkan tantangan yang 
cukup berat yakni melawan koalisi ge-
muk. Hal itu pernah terjadi pada Pemilu 
2014 saat PDIP mengusung Jokowi den-
gan Jusuf Kalla. 

Meski berhadapan dengan kekuatan 
politik cukup besar, PDIP dengan koalisi 
rampingnya itu tetap bisa memenangkan 
Pilpres kala itu. Kata dia, untuk meme-
nangkan Pilpres 2014 butuh kerja keras 
antara partai pengusung.

“Tahun 2014 adalah spirit kami, terbuk-
ti dengan kerja sama parpol seiring yang 
ramping ternyata kami bisa meme-

nangkan Pak Jokowi-JK, 
dan itu fakta,” ujar 

Ketua Badan 

INFO
PARTAI

Fernando Emas

“Saya Agus Harimurti Yud-
hoyono (AHY), Ketua 
Umum Partai Demokrat 
secara resmi dan terbuka 

mendeklarasikan Bapak Prabowo Subi-
anto sebagai calon Presiden Republik 
Indonesia dalam Pemilu 2024,” kata AHY 
di Jakarta Convention Center (JCC), Ja-
karta, Kamis, 21 September 2023. 

Bergabungnya Partai Demokrat se-
makin menambah kekuatan dukungan 
politik bagi Koalisi Indonesia Maju. Se-
belumnya, Partai Golkar, Partai Amanat 
Nasional (PAN), Partai Gelora, Partai 
Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garuda 
lebih dulu menyatakan dukungannya ke-
pada Prabowo Subianto. 

Dengan kata lain, Koalisi In-
donesia Maju menjadi par-
tai yang memiliki dukun-
gan sangat besar jika 
dibandingkan dengan 
koalisi partai politik 
lainnya seperti Koalisi 
PDIP yang diisi Partai 
Hanura, Partai Per-
indo, dan Partai Per-
satuan Pembangu-
nan (PPP). Serta  
Koalisi Perubahan 
yang diisi Partai 
NasDem, Partai 
Kebangkitan Bang-
sa (PKB), dan Partai 
Keadilan Sejahtera 
(PKS).

PDIP sebagai peme-
nang pemilu dua kali 
berturut-turut ini pun harus 
dihadapkan dengan koal-
isi gemuk yang 
d i b e n t u k 
Koal is i 
Indo -
nesia 

Anggaran (Banggar) DPR itu.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Ru-

mah Politik, Fernando Emas, mengata-
kan, bergabungnya Partai Demokrat ke 
Koalisi Indonesia Maju akan membuat 
Prabowo Subianto semakin percaya diri 
dalam menghadapi Pilpres 2024.

Kendati demikian, Fernando menilai 
dengan bergabungnya Partai Demokrat 
ke Koalisi Indonesia Maju tidak akan 
memberikan dampak besar. Kata Fer-
nando, Prabowo Subianto akan tetap 
sulit memenangkan konstelasi Pilpres 
2024.

“Namun bergabungnya Partai De
mokrat mendukung Prabowo tidak akan 
memberikan pengaruh yang signifikan 
untuk memenangkan Pilpres 2024, ka-
rena tidak memiliki basis dukungan yang 
jelas,” kata Fernando. 

Dikatakan Fernando, hal tersebut 
dibuktikan dari perolehan suara 2014 
jauh turun dibandingkan perolehan suara 
2009. Tidak hanya itu, para kader Partai 
Demokrat juga kecewa dengan Prabowo 
Subianto karena tidak menjadikan AHY 
sebagai cawapresnya di Pilpres 2019. 

“Membuat dukungan kader dan pe-

milih Partai Demokrat tidak akan mak-
simal memilih Prabowo Subianto,” jelas 
Fernando.

Pada Pilpres 2019, PDIP yang men-
gusung Joko Widodo berkoalisi dengan 
PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura. 
Sedangkan Prabowo Subianto diusung 
oleh enam partai politik yang memiliki 
kursi di DPR, termasuk partai penguasa 
saat itu yaitu Partai Demokrat. 

“Sehingga wajar saja kalau PDI Per-
juangan tidak begitu kuatir dengan koal-
isi besar KIM yang mendukung Prabowo 
Subianto karena sudah memiliki pen-
galaman dan berhasil menang,” kata 
Fernando. 

Dia mengatakan, dengan pengalaman 
di Pilpres 2014 membuat PDIP akan se-
makin kuat untuk menghadapi Koalisi In-
donesia Maju yang diusung empat partai 
politik di Parlemen.

“Akan lebih siap untuk menghadapi Pil-
pres 2024, yang didukung oleh 4 partai 
parlemen dan Koalisi Perubahan untuk 
Persatuan yang didukung 3 partai politik 
pemilik kursi di DPR,” kata Fernando.

Dia menyampaikan sampai saat ini 
seluruh partai peserta Pemilu Seren-
tak 2024, khususnya partai yang sudah 
membentuk koalisi, sedang menyusun 
strategi pemenangan.

“Semua partai politik akan melakukan 
strategi untuk memenangkan Pilpres 

2024, termasuk ketika akan menen-
tukan siapa cawapres yang dipilih. 

Termasuk PDI Perjuangan yang 
sampai saat ini belum menetap-
kan siapa calon wakil presiden 
yang akan mendampingi Gan-
jar Pranowo,” kata Fernando.

Lambannya Koalisi PDIP dan 
Koalisi Indonesia Maju dalam 

menentukan cawapres, kata dia, 
tampaknya memang sudah diren-

canakan. Melihat hal ini, Fernando 
menilai, ada kemungkinan bahwa 

kedua koalisi tersebut bersatu.
“Saya melihat masih ada peluang 

menduetkan Ganjar dengan Prabowo 
untuk memperbesar peluang keme-
nangan,” kata Fernando. 
Kendati begitu, peluang keduanya un-

tuk bersatu memang cukup sulit. Di sisi 
lain, kata dia, gestur Jokowi terlihat me-
mang sedang berupaya untuk menjodoh-

kan Ganjar dengan Prabowo Subianto.
“Walaupun peluangnya sangat 

kecil. Namun, sampai saat ini 
masih ada upaya untuk 

memasangkan Ganjar 
dengan Prabowo, ter-

masuk upaya terse-
but sedang diu-

payakan oleh 
Jokowi,” tan-
das Fernan-

do.lRDO

“Wajar saja kalau PDI Perjuangan 
tidak begitu kuatir dengan koa
lisi besar KIM yang mendukung 

Prabowo Subianto karena sudah 
memiliki pengalaman dan ber-

hasil menang”
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PRABOWO-GANJAR BERSATU 

MUDAH KALAHKAN AMIN
Wacana memasangkan 
Prabowo Subianto den-

gan Ganjar Pranowo 
kembali mencuat sebu-
lan jelang pendaftaran 
capres dan cawapres 
ke Komisi Pemilihan 

Umum (KPU). Jika duet 
ini bisa diwujudkan, 

pasangan Anies Bas-
wedan dan Muhaimin 

Iskandar akan lebih 
mudah dikalahkan di 

Pilpres 2024.

Berdasarkan survei LSI Denny JA, 
September 2023, Prabowo dan 
Ganjar bakal memperoleh dukun-
gan 64,9 persen. Sementara, 

Anies dan Muhaimin hanya mendapatkan 
16,6 persen suara. Artinya, kemenangan 
Prabowo dan Ganjar sangat telak atas duet 
Amin dengan selisih di atas 40 persen. 

Menurut Pendiri Lingkaran Survei Indone-
sia (LSI), Denny JA, jika hal itu terjadi, maka 
akan menjadi kemenangan tertinggi dalam 
sejarah pemilu langsung di Indonesia.

Denny mengatakan, Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) pernah menang besar di 
Pilpres 2004 dan 2009, namun kemenan-
gannya di bawah 61 persen. Sementara, 
Prabowo yang berpasangan dengan 
Ganjar bisa meraih kemenangan 
di atas 62 persen.

Apabila posisinya dibalik, 
Ganjar sebagai capres dan 
Prabowo cawapres, pasan-
gan ini juga tetap menang, 
namun di angka 60 persen. 
Sementara, Anies-Cak Imin 
memperoleh 20,6 persen.

“Memang ini juga keme-
nangan telak. Tapi selisih 
kemenangannya di bawah 
40 persen. Sementara, 
jika Prabowo yang capres, 
kemenangannya selisih 
di atas 40 persen,” tegas 
Denny.

Namun, yang menjadi 
pertanyaan, mungkinkah 
Ganjar bersedia mengalah 
menjadi cawapres Prabowo? 
Menurut Denny, jika kalkulasin-
ya rasional, hal itu mungkin saja ter-
jadi. Apalagi, kemenangan Prabowo 
sebagai capres jauh lebih telak 
ketimbang kemenangan Gan-
jar sebagai capres.

Denny menambahkan, 
Pilpres adalah peristiwa 
politik. Kalkulasinya adalah 
kalkulasi politik yang ber-
beda cara menghitungnya. 
PDIP yang merupakan par-

dukungnya bernama “Rumah Bersama Pe-
layan Rakyat (RBPR)” di kawasan Menteng, 
Jakarta Pusat, Kamis, 21 September 2023.

Lokasi markas relawan Ganjar itu sangat 
dekat dengan markas relawan Prabowo ber-
nama Rumah Pemenangan 2024 Prabowo 
Presiden di Jalan Imam Bonjol, Menteng, 
Jakarta. Jaraknya hanya berkisar sekitar 50 
meter.

“Semua calon yang punya potensi berpa-
sangan dengan saya, sama jaraknya,” kata 
Ganjar saat ditemui di Graha Pena 98, Men-
teng, Kamis malam.

Sebelumnya, Ganjar juga telah membu-
ka kemungkinan peluang berduet dengan 
Prabowo di Pilpres 2024. “Kalau politik itu, 
sebelum nanti ditetapkan di KPU semua pe-
luang bisa terjadi,” ujar Ganjar.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M 
Qodari, menilai duet Prabowo-Ganjar bisa 
terjadi. Sebab, gabungan parpol pendukung 
Ganjar dan Prabowo telah melewati syarat am-
bang batas pencalonan presiden 20 persen. 

“Gabungan PDIP-Gerindra lebih dari 20 
persen. Kalau keduanya gabung, ya secara 
teknis UU berkaitan jumlah kursi, sudah 
jauh lebih besar,” jelas Qodari, Kamis, 21 
September 2023.

Kemudian dari jumlah pemilih, kedu-
anya juga kuat. Artinya jika Ganjar dan 
Prabowo dijodohkan, sulit ada tandingan-
nya. “Berdasarkan survei hari ini, Ganjar 
dan Prabowo kan kejar-kejaran di nomor 1 
dan 2. Jadi bayangkan kalau nomor 1 dan 2 
gabung, tentu suaranya akan sangat-sangat 
besar,” sambungnya. 

Selain itu, faktor yang menyebabkan 
keduanya bisa berduet lantaran sepakat 
akan melanjutkan program pemerintahan 

Jokowi. “Karena ketiga capres yang ada, 
temanya keberlanjutan. 

Hanya siapa yang 
dianggap lebih 
berani atau me-
wakili keberlanju-
tan Pak Jokowi. 
Jadi secara 
paradigma ked-
uanya bisa ke-
temu,” terang 
dia. 

T e r k a i t 
siapa yang 

lebih layak 
menjadi capres 

dan Cawapres, 
Qodari menyebut 

jawabannya ada 
di tangan Mega-

wati. Apakah 
M e g a 

ber-

sedia menurunkan standar Ganjar dari 
capres menjadi cawapres. 

“Bolanya di Ganjar dan Mega. Mau nggak 
jadi cawapres Prabowo,” ujar Qodari. 

Menurut Qodari, sulit menggeser posisi 
Prabowo dari capres menjadi cawapres. 
Sebab, berdasarkan hasil survei hari-hari 
ini, Prabowo selalu unggul dari Ganjar. “La-
wan Jokowi saja di Pilpres 2014 dan 2019 
yang jelas selisih suaranya jauh, dia berani. 
Apalagi sekarang yang peluang menangnya 
lebih besar,” terangnya. 

Disukai Ormas
LSI Denny JA juga merilis survei tingkat 

popularitas dan kesukaan ormas Islam ter-
hadap Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, 
dan Anies Baswedan. 

Dalam survei yang dilakukan pada 1-8 
Agustus 2023, dari total responden kemu-
dian diklasifikasikan berdasarkan kategori 
ormas. Nahdlatul Ulama (NU) menjadi may-
oritas dengan 56,9 persen. Lalu, Muham-
madiyah 5,7 persen, ormas lain 3 persen, 
non-ormas Islam 33,8 persen, dan tidak 
tahu 0,6 persen.

Dari klasifikasi tersebut, Prabowo menjadi 
capres yang paling dikenal di semua ormas 
Islam. Hampir 100 persen responden di se-
mua ormas mengetahui Prabowo.

“Pengenalan Prabowo di NU sebesar 98 
persen. Anies sebesar 87,4 persen. Ganjar 
sebesar 85,9 persen. Di Muhammadiyah, 
pengenalan Prabowo bahkan mencapai 
100 persen. Pengenalan Ganjar dan Anies 
di level yang sama sebesar 92,5 persen,” 
ujar peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, Se-
lasa, 19 September 2023.

Sementara di tingkat kesukaan, Ganjar 
dan Prabowo bersaing ketat di NU. Di Mu-
hammadiyah, tingkat kesukaan Prabowo 
paling tinggi. Sementara di ormas lain, 
Prabowo dan Anies bersaing ketat.

“Tingkat kesukaan Prabowo sebesar 
79,4 persen. Tingkat kesukaan Ganjar 
sebesar 79,2 persen. Adapun tingkat 
kesukaan terhadap Anies sebesar 72,6 
persen. Di Muhammadiyah, tingkat kesu-
kaan Prabowo paling tinggi sebesar 65,0 
persen. Ganjar dan Anies di level tingkat 
kesukaan yang sama sebesar 62,2 pers-
en. Di ormas Islam lainnya, Prabowo dan 
Anies bersaing ketat dalam level yang 
sama sebesar 95,2 persen. Kesukaan ter-
hadap Ganjar di ormas lainnya sebesar 
89,5 persen,” kata Ardian.

LSI Denny JA juga meminta responden 
untuk memilih ketiga capres. Hasilnya 
Prabowo unggul di responden NU dengan 
suara 36,2 persen. Beda tipis dengan Gan-
jar yang berada di angka 35,5 persen. Se-
dangkan, 17,9 persen memilih Anies.

Sementara di responden Muhammadi-
yah, Anies paling banyak dipilih dengan 
suara 45,2 persen. Disusul Ganjar 33,0 

persen dan Prabowo berada di urutan 
terakhir dengan 20,8 persen. Pada 
kategori ormas lain, Prabowo ung-
gul di angka 29,8 persen, Anies 19,9 
persen, dan Ganjar 14,5 persen.
lRDO

tai dengan suara terbesar pasti tak ikhlas jika 
kadernya hanya menjadi cawapres. Apalagi, 
jika PDIP yakin Ganjar akan mengalahkan 
Prabowo di putaran kedua. Meski begitu, 
sebelum pendaftaran capres-cawapres di-
tutup, segala hal masih mungkin terjadi.

“Ada pameo terkenal di dunia politik: ke-
cuali mengubah lelaki menjadi perempuan 
dan mengubah perempuan menjadi laki-
laki, politik praktis bisa mengubah apapun. 
Itu juga termasuk bisa mengubah siapa-
pun yang akhirnya menjadi capres dan 
cawapres,” ujarnya.

Terkait potensi tersebut, Prabowo Subi-
anto dan Ganjar Pranowo pun memberi-
kan sinyal positif bersama di Pilpres 2024. 
Prabowo tak menolak secara terang-teran-
gan soal kans duet dirinya dengan Ganjar 
dan hanya menyinggung soal kerukunan.

“Yang kita dambakan adalah selalu per-
satuan, kerukunan,” kata Prabowo usai 
acara Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta 
Convention Center, Kamis malam, 21 Sep-
tember 2023.

Prabowo berharap kondisi apapun yang 
terjadi, termasuk konstelasi politik, bisa dih-
adapi dengan rukun dan damai. “Kita harus 
sejuk,” kata Menteri Pertahanan itu.

Ia juga mengatakan bahwa hal ini pun 
berlaku pada siapa saja yang nantinya di-
berikan mandat kepercayaan oleh rakyat. 
“Siapa pun yang diberi mandat oleh rakyat 
kita hormati. Rakyat Indonesia ingin pem-
impinnya rukun dan damai,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Ganjar. Dia men-
gaku tidak memiliki jarak dengan Prabowo 
walaupun berbeda kubu terkait Pilpres 

2024. Hal ini disampaikan Ganjar 
usai ditanya awak me-

dia mengenai ala-
sannya men-
g u n j u n g i 
m a r k a s 
relawan 
p e n -

Denny JA

“Memang ini juga kemenang
an telak. Tapi selisih keme-
nangannya di bawah 40 per
sen. Sementara, jika Prabowo 
yang capres, kemenangannya 
selisih di atas 40 persen”


